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WIWIN SUWINDA, E 131 13 528. Skripsi yang berjudul “Sikap Uni Eropa 
Terhadap Konflik Ukraina dan Rusia.” Di bawah bimbingan Bapak Ishaq 
Rahman selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Ashry Sallatu selaku 
pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.  
Penelitian ini menggambarkan sikap Uni Eropa serta faktor yang mempengaruhi 
sikap tersebut terhadap konflik yang terjadi diantara Ukraina dan Rusia. Untuk 
mencapai tujuan ini, maka tipe penelitian yang penulis gunakan dalam 
penyusunan skripsi adalah deskripstif, dengan teknik pengumpulan data yang 
digunakan melalui telaah pustaka (Library Research). Selanjutnya untuk 
menganalisa data, digunakan teknik analisis data kualitatif dan metode penulisan 
deduktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap Uni Eropa terhadap konflik 
Ukraina dan Rusia terkait wilayah Crimea adalah dengan memberikan bantuan 
dan dukungan dalam bidang ekonomi maupun politik kepada Ukraina agar dapat 
memperbaiki stabilitas di dalam negaranya maupun untuk membawa Ukraina 
pada reformasi politik dan konstitusional. Di sisi lain, sikap Uni Eropa terhadap 
Rusia yakni dengan memberikan sanksi ekonomi dan politik seperti pembekuan 
asset dan larangan visa. Sikap ini dilakukan Uni Eropa dikarenakan Uni Eropa  
menentang aneksasi yang dilakukan Rusia di Crimea. Berdasarkan politik 
domestik negara-negara Uni Eropa yang menganggap aneksasi Crimea oleh Rusia 
adalah ancaman bagi negara demokrasi yang memiliki asas perdamaian dan 
kemanan kawasan. Selain itu, Uni Eropa juga ingin membawa Ukraina sebagai 
negara bekas Uni soviet sejalan dengan asas Uni Eropa yakni demokrasi, 
penegakkan HAM, dan ekonomi liberal. Uni Eropa juga ingin memperlihatkan 
keadilan yang dijunjungnya dengan menetapkan bahwa tindakan Rusia telah 
melanggar kedaulatan dari Ukraina. Sehinga hal tersebut dapat menjadi bukti 
kesuksesan Uni Eropa dan dapat memperluas kekuasaan dari Uni Eropa itu 
sendiri.  








WIWIN SUWINDA, E 131 13 528. This thesis comes with the title “European 
Union’s stand towards Ukraine and Russian Conflict” Under the guidance of Mr. 
Ishaq Rahman as advisor I and Mr. Muhammad Ashry Sallatu as advisor II. 
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, 
Hasanuddin University. 
This study aims to discover the stand of European Union and the factor behind 
this stand towards the conflict between Ukraine and Russian. The method of 
research used is descriptive, with the Technique of data collecting is library 
research. Qualitative analysis is used in analyzing the data, and Deductive as the 
technique of writing. 
The results of this study indicate that the European Union’s stance on the 
Ukrainian and Russian conflicts related to Crimea region is to provide political 
and economic support and assistance to Ukraine in order to improve stability 
within the country as well as to bring Ukraine to political and constitutional 
reforms. In other side, the stance of the European Union to Russia that is by 
giving economic and political sanctions such as asset freeze and visa restrictions. 
This stand is done by the European Union because the EU opposes the annexation 
in the Crimea on the domestic politics of the EU countries which considers the 
annexation of Crimea by Russia is a threat for a democratic country that has the 
principle of peace and security of the region. In addition, the Union wants 
Ukraine as the former of Soviet Union to be in line with the EU’s principles of 
democracy, human rights enforcement, and liberal economy. The EU also wants 
to show the justice it upheld by deciding that Russia’s actions have violated the 
sovereignty of Ukraine, so that it can be a proof of EU success and can expand 
the power of the EU itself. 
Key Words : Annexation, Crimea, European Union, international Organization, 
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A. Latar Belakang 
 
Dunia internasional yang semakin berkembang tidak hanya membawa 
kerjasama dan hidup berdampingan secara damai namun dapat juga membawa 
masalah seperti sengketa antar masyarakat internasional. Sengketa tidak dapat 
terlepas dari banyaknya negara yang ada di dunia yang dapat disebabkan karena 
alasan politik, strategi militer, ekonomi ataupun ideologi atau perpaduan antara 
kepentingan tersebut. (Setianingsih Suwardi, 2006, p. 1) Sengketa ini sendiri 
dapat mempengaruhi lingkungan internasional dan mengancam perdamaian dunia, 
namun ada juga sengketa yang tidak mempengaruhi lingkungan internasional dan 
hanya melibatkan negara yang bersengketa. 
Sengketa yang terjadi diantara negara terkait yang melibatkan perebutan 
suatu wilayah adalah seperti sengketa India dan Pakistan atas Lembah Kashmir, 
sengketa Ambalat yang melibatkan Indonesia dan Malaysia dan berbagai sengketa 
yang terjadi di belahan benua lainnya. Salah satu yang cukup menarik juga adalah 
pada Ukraina dan Rusia terkait wilayah Crimea. 
Ukraina dan Rusia merupakan dua negara yang dulunya adalah bagian dari 
Uni Soviet. Pertikaian keduanya atas wilayah Crimea di Ukraina telah terjadi 
sejak setelah Crimea dihadiahkan pada tahun 1954 oleh Presiden Uni Soviet saat 
itu, Nikita Kruschev kepada Republik Sosialis Soviet Ukraina. Di tahun 1991, 
pemimpin Rusia, Ukraina danBelarus mengadakan pertemuan di Belovezhska 
Pushcha pada tanggal 8 Desember 1991 dan menjadi pertemuan resmi untuk 
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membubarkan Uni Soviet. Saat itu, pemimpin Rusia Boris Yeltsin gagal untuk 
mengembalikan Crimea ke Rusia dari Ukraina. (Bebler, 2015, p. 39) Hal ini 
membuat Crimea menjadi wilayah yang sah di dalam kedaulatan Ukraina. 
Crimea kemudian menjadi sebuah wilayah otonom yang memiliki 
parlemennya sendiri, namun secara fisik dan politik tetap berada di bawah 
kedaulatan Ukraina. Etnis mayoritas yang berada di Crimea adalah etnis Rusia 
dan sisanya merupakan etnis Ukraina dan Tatar Crimea. Secara geografi Crimea 
merupakan wilayah yang menghubungkan Rusia dengan Mediterania dan terletak 
dekat Laut Hitam dimana terdapat pula Armada Militer Rusia. Armada Militer ini 
telah ada di Crimea sejak tahun 1783 dan membuat Rusia memiliki posisi strategis 
dalam kepentingan keamanan di bagian wilayah ini. (Pejic, 2016) 
Puncak konflik antara Ukraina dan Rusia terjadi pada tahun 2014 ketika 
Crimea memutuskan untuk melakukan referendum dan bergabung bersama Rusia. 
Referendum ini dilakukan sebagai akibat dari penggulingan Presiden Ukraina, 
Viktor Yanukovych yang dilakukan di Ibu Kota, Kyiv sebagai bentuk protes 
masyarakat Ukraina atas pembatalan kesepakatan dagang European Association 
Agreement (EAA) bersama Uni Eropa pada 21 November 2013. Viktor 
Yanukovych membatalkan kesepakatan tersebut dan memutuskan untuk 
bekerjasama dan menerima hutang dari Rusia. 
Sebelumnya di tahun 2010, presiden Ukraina dan Rusia juga telah 
melakukan perjanjian ekonomi. Dimana kedua pemimpin negara ini membuat 
kesepakatan bahwa Ukraina akan menerima potongan harga gas sebesar 30% dari 
Rusia dan Rusia mendapatkan perpajangan penyewaan wilayah yang digunakan 
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Rusia sebagai pangkalan armada Laut Hitam (Black Sea Fleet) di Semenanjung 
Crimea, Laut Hitam sampai dengan tahun 2024. (Relations C. o., 2014) 
Pembatalan kesepakatan kerjasama bersama Uni Eropa mendapatkan 
respon negatif dari masyakarat Ukraina yang sudah lama menginginkan Ukraina 
lebih dekat dengan Uni Eropa, sehingga terjadinya aksi protes besar-besaran di 
beberapa wilayah di Ukraina salah satu yang terbesar adalah di Ibu Kota negara, 
Kyiv. Masyarakat yang melakukan aksi protes menginginkan Ukraina tetap 
melakukan integrasi bersama Uni Eropa dan kemudian semakin melebarkan isu 
pada penggulingan pemerintahan Yanukovych yang pro Rusia. 
Pada pertengahan Februari 2014, aksi demonstrasi yang pro terhadap Uni 
Eropa semakin memuncak terutama ketika aparat keamanan negara merespon aksi 
dengan kekerasan yang mengakibatkan banyak korban jiwa maupun luka-luka. 
Berdasarkan laporan dari OHCHR (Officer of the United Nations High 
Commisioner for Human Rights), sejak November 2013-Februari 2014 terdapat 
108 korban jiwa dari aksi protes ini. (OHCHR, 2016, p. 3) 
Aksi protes yang semakin besar akhirnya membuat presiden Viktor 
Yanukovych meninggalkan Ukraina pada 21 Februari 2014. Kepergian 
Yanukovych membuat parlemen Ukraina membentuk pemerintahan sementara 
yang dipimpin oleh Arseniy Yatsenyuk. Pemerintahan sementara ini mendapatkan 
dukungan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Uni Eropa, dan Amerika 
Serikat. Beda halnya dengan Rusia yang mengganggap pemerintahan sementara 
merupakan kudeta atas Yanukovych dan masih mengganggap Yanukovych 
sebagai presiden Ukraina yang sah. (Kartini, 2014, p. 28) 
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Penggulingan presiden Yanukovych bukan saja tidak disetujui oleh Rusia, 
melainkan hal ini juga tidak diterima oleh masyarakat di semenanjung Crimea, 
wilayah bagian selatan Ukraina. Crimea menjadi wilayah Ukraina yang pro 
terhadap Rusia dan mendukung pemerintahan Yanukovych. Masyarakat Crimea 
yang tidak setuju dengan turunnya Yanukovych dan pemerintahan sementara 
kemudian melakukan demonstrasi di Crimea dan berujung pada Referendum 
Crimea. 
Pada akhir Februari 2014, masyakarat Crimea yang Pro Rusia menyerang 
gedung pemerintah di Crimea dan mengambil alih parlemen. Rusia pun kemudian 
menempatkan angkatan bersenjata di wilayah Crimea dengan alasan ingin 
melindungi etnis Rusia yang ada di Crimea. Putin menyatakan bahwa, “I didn’t 
see an immediate reason to initiate a military conflict but Rusia ‘reserves the 
right to use all means at our disposal to protect’ Russian citizens and ethnic 
Russians in the region”. (Rowen, 2014) 
Penyerangan ini berujung pada pemungutan suara untuk bergabung 
bersama Rusia pada 7 Maret 2014. Pemungutan suara memberikan hasil lebih dari 
95% penduduk Crimea ingin bergabung dengan Rusia, dan pemimpin Crimea 
menyatakan akan mengajukan penggabungan ini bersama Rusia (Europe, 2014) 
Beberapa usaha telah dilakukan oleh masyarakat Crimea pro Ukraina untuk 
memboikot hasil keputusan ini, namun keputusan tetap dilakukan. 
Keputusan Crimea untuk bergabung dengan Rusia disambut baik oleh 
Rusia namun mendapat kecaman dari Ukraina, PBB, maupun Uni Eropa. Hasil 
keputusan membuat Crimea bergerak dan melanjutkan ke tahap pemisahan dari 
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Ukraina dan penggabungan bersama Federasi Rusia dengan melakukan 
Referendum Crimea pada 16 Maret 2014. 
Pada tanggal 18 Maret 2014, Crimea dan Rusia melanjutkan Referendum 
Crimea dengan melakukan penandatanganan perjanjian penggabungan wilayah 
Crimea dan Sevastopol ke dalam Federasi Rusia. Hal ini membuat dunia 
internasional merasa bahwa Rusia telah melanggar hukum internasional, namun 
Rusia sendiri menganggap bahwa hasil keputusan Crimea untuk bergabung harus 
dihormati dan merupakan tindakan yang tepat. 
Penggabungan Crimea ke Rusia yang dari awal tidak desetujui oleh PBB, 
Uni Eropa dan Amerika Serikat membuat PBB mengeluarkan keputusannya 
terhadap wilayah Crimea. Keputusan dari PBB pada 27 Maret 2014 berupa 
resolusi 68-262 menyatakan bahwa referendum dan penggabungan Crimea ke 
Rusia adalah illegal dan tidak valid, Crimea masih tetap berada di bawah 
kedaulatan Ukraina (Nations, Resolution Calling upon States not to Recognize 
Changes in Status of Crimea Region, 2014) Rusia tidak menerima hal tersebut dan 
kemudian memveto keputusan PBB terhadap wilayah Crimea. 
Pada 15 April 2014, parlemen Ukraina mendeklarasikan Crimea sebagai 
wilayah yang sementara ini dianeksasi oleh Rusia. Untuk mengatasi kekisruhan 
politik, pada 25 Mei 2014, pemilu presiden digelar di Ukraina yang akhirnya 
dimenangkan oleh Petro Poroshenko, dengan suara mencapai 55,9 %. (Kartini, 
2014, p. 8) 
Di dalam situasi yang semakin memanas di Crimea, pemerintah Ukraina 
dianggap tidak dapat mengatasi konflik internal di negaranya sendiri terkhususnya 
6 
 
terkait wilayah Crimea. Adanya campur tangan Rusia di Crimea, membuat 
Ukraina semakin sulit untuk merebut kembali bagian wilayahnya tersebut. 
Aneksasi yang dilakukan Rusia di wilayah Crimea mendapatkan perhatian 
beberapa aktor internasional baik negara sampai pada organisasi internasional. 
Seperti salah satunya yang datang dari Amerika Serikat, yakni dengan 
memberikan tekanan kepada Rusia akibat aksi yang dilakukannya di Crimea. 
Pernyatan Barack Obama, yakni:  
…And because of these choices that Russian government has made, the 
United States is today moving, as we said we would, to impose additional 
costs on Russia. Based on the executive order that I signed in response to 
Russia’s initial intervention in Ukraine, we’re imposing sanctions on more 
senior officials of the Russian government… (Secretary, 2014) 
 
Selain tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, salah satu organisasi 
internasional yang berada paling dekat dengan kedua negara yang berkonflik juga 
turut memberikan responnya dalam konflik ini, baik berupa bantuan langsung 
kepada Ukraina untuk menstabilkan keadaan di negaranya maupun mengecam 
Rusia untuk mengangkatkan kakinya dari wilayah Crimea, yakni Uni Eropa. 
European Union atau disebut juga Uni Eropa (UE) merupakan integrasi 
regional negara Eropa dan menjadi salah satu aktor yang ikut terlibat cukup aktif 
di dalam penanganan konflik antara Ukraina dan Rusia. Ukraina dan Rusia sama-
sama bukanlah merupakan anggota dari Uni Eropa, akan tetapi secara geografis 
keduanya terletak di kawasan yang merupakan dan berbatasan langsung dengan 
Eropa. Sehingga Uni Eropa merasa perlu untuk merespon keadaan dari konflik 
ini. Uni Eropa pun kemudian mengambil langkah dengan mendukung aksi-aksi 
yang dilakukan masyarakat Ukraina dan mengakui pemerintahan baru dari 
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Ukraina. Juga merespon tindakan Rusia dengan pemberian sanksi-sanksi baik 
kepada Rusia maupun kepada beberapa oknum pro Rusia yang ada di Ukraina dan 
Crimea. (Eropa, 2016) Usaha-usaha yang dilakukan Uni Eropa terhadap Rusia ini 
sebagai salah satu cara untuk menekan dan membawa Rusia pada penyelesaian 
konflik bersama Ukraina.  
Sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap Rusia ternyata 
tidak membuat Rusia mundur. Di sisi lain, Rusia semakin gencar dalam 
keinginannya menguasai Crimea. Sikap dari Uni Eropa cukup jelas terlihat 
mendukung Ukraina dan ingin menekanRusianamun bukan dengan menggunakan 
militer atau kekerasan. Melainkan dengan sanksi-sanksi atas ketergantungan satu 
sama lain terutama dalam bidang ekonomi.  
Oleh karena itu, sikap Uni Eropa terhadap konflik Ukraina dan Rusia 
terkait wilayah Crimea ini kemudian menjadi perhatian penulis untuk kemudian 
menjadi acuan bahan penelitian ini. 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
 
Selama terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia pada tahun 2014, Uni 
Eropa terus menentukan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait kedua 
negara ini hingga sekarang. Dimana tindakan Rusia dalam pengambilan wilayah 
Ukraina yakni Crimea tidak diakui oleh Uni Eropa. Uni Eropa sebagai salah satu 
organisasi yang memiliki hubungan kerjasama dengan Rusia mulai menentukan 
langkah untuk menekan Rusia atas wilayah Crimea. Begitu pula dengan Ukraina 
dimana Uni Eropa terus mendukung dan bekerjasama dengan Ukraina dalam 
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penyelesaian konflik antara Ukraina dan Rusia. Tentu saja hal ini dilakukan oleh 
Uni Eropa juga karena adanya keinginan Uni Eropa untuk bertanggung jawab atas 
stabilitas regionalnya. Melihat hal tersebut, maka penelitian ini akan dibatasi 
melihat pada sikap Uni Eropa terhadap konflik Ukraina dan Rusia terkait wilayah 
Crimea pada tahun 2014 hingga 2016. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan pertanyaan adalah: 
1. Apa faktor yang mempengaruhi sikap Uni Eropa dalam konflik 
Ukraina dan Rusia? 
2. Bagaimana sikap Uni Eropa terhadap konflik Ukraina dan Rusia? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi sikap 
Uni Eropa dalam konflik Ukraina dan Rusia. 
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sikap Uni Eropa 
terhadap konflik Ukraina dan Rusia. 
2. Kegunaan Penelitian 
Jika tujuan penelitian ini tercapai maka penelitian ini diharapkan dapat 
berguna sebagai: 
a. Diharapkan sebagai referensi tentang faktor yang mempengaruhi 
sikap Uni Eropa dalam konflik Ukraina dan Rusia. 
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b. Diharapkan sebagai referensi tambahan tentang konflik Ukraina dan 
Rusia, Referendum Crimea dan bagaimana sikap Uni Eropa terhadap 
konflik tersebut. 
D. Kerangka Konseptual 
 
Hubungan antar negara dan interaksinya dapat berjalan baik dalam bidang 
politik, sosial budaya, maupun Ilmu pengetahuan. Namun hubungan antar negara 
tersebut dapat pula diwarnai oleh masalah-masalah yang terjadi dan menyebabkan 
hubungan negara-negara berjalan dengan tidak semestinya. Salah satu penyebab 
hubungan antar negara menjadi terganggu adalah disebabkan oleh suatu kondisi 
dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain atau disebabkan pula 
oleh kondisi dimana pemerintah ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang 
bertentangan dengan yang dikehendaki negara lain. (Juanda, 1992, p. 592) Jika 
pada kondisi tersebut memperlihatkan perbedaan pendapat atau persepsi maka 
terjadilah apa yang disebut dengan sengketa.  
John G. Merrils memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan 
pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu 
pihak dan penolakan di pihak lain. (Tantowi, 2005, p. 224) Sengketa antar 
anggota masyarakat internasional seperti yang terjadi pada Ukraina dan Rusia 
yang melibatkan keduanya dalam sengketa wilayah Crimea, menunjukkan adanya 
perbedaan pendapat yang juga berakar pada masalah yang lebih kompleks dan 
mempunyai riwayat historis yang panjang. Aneksasi yang dilakukan oleh Rusia 
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terhadap Crimea membuat Ukraina merasa kedaulatannya sedang dipertaruhkan. 
Aneksasi itu sendiri  
Di dalam sengketa wilayah ini, tindakan Rusia dalam menganeksasi 
Crimea dianggap tidak tepat, diinginkannya jalan damai untuk menyelesaikan 
sengketa tersebut. Aneksasi yang terjadi di Crimea membawa konflik yang dirasa 
tidak dapat diselesaikan begitu saja oleh keduanya, sehingga memicu perhatian 
dari aktor lain seperti salah satunya datang dari organisasi internasional. 
Organisasi internasional ada untuk dapat melakukan fungsi penting bagi 
negara, dimana organisasi internasional dapat memberikan kebaikan publik, 
mengumpulkan informasi, memantapkan komitmen yang kredibel, memonitor 
perjanjian, dan umumnya membantu negara-negara memecahkan masalah yang 
berhubungan dengan tindakan kolektif dan memperkuat individu serta 
kesejahteraan kolektif. (Jackson & Sorensen, 2009, p. 384) Hal ini menunjukkan 
bahwa penting adanya sebuah organisasi internasional didalam mengatur negara-
negara dan mereka dapat mengontrol sumber daya yang dapat memengaruhi 
sebuah negara. 
Menurut Heever dan Haviland, organisasi internasional adalah pengaturan 
bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya 
berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang 
memberi manfaat timbal balik melalui peretemuan-pertemuan serta kegiatan-
kegiatan staf secara berkala. (Baylis, 2001, p. 185) Terdapat dua macam 
organisasi internasional secara umum, yakni IGO (Intergovernmental 
Organization) dan INGO (International Nongovernmental Organization). 
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Sebuah negara tentu sangat membutuhkan kehadiran dari sebuah 
organisasi internasional dalam keadaan dimana negara tersebut tidak mampu 
menyelesaikan sebuah masalah (isu politik, ekonomi, atau isu lainnya) tanpa 
bantuan aktor tersebut. (Burchill, 2009, p. 98) Dalam konteks yang terjadi antara 
Ukraina dan Rusia, permasalahan berupa sengketa yang terjadi antara keduanya 
telah mengundang organisasi internasional untuk berperan sebagai aktor yang 
menginginkan adanya penyelesaian dari konflik yang terjadi antar kedua negara. 
Salah satu organisasi internasional yang telah memberikan perhatiannya sejak 
awal pada konflik antara Ukraina dan Rusia adalah Uni Eropa. 
Uni Eropa (UE) merupakan organisasi internasional yang berada di 
kawasan terdekat dari kedua negara, Uni Eropa sendiri didalam dinamika 
perkembangannya seringkali dijadikan sebagai contoh yang memperjelas adanya 
gejala regionalisme dalam hubungan internasional. (Elias, 2007, p. 88) 
Memberikan perhatian dan sikapnya di dalam konflik antara Ukraina dan Rusia 
menjadi bukti bahwa Uni Eropa berjalan sesuai dengan salah satu poin utamanya 
yaitu menetapkan peranan Eropa di dunia, keamanan yang menyeluruh dan 
kesatuan politik di luar negeri. 
Melalui pembentukkan Uni Eropa, dapat dilihat bahwa negara-negara 
merasa memiliki kesamaan dan membutuhkan satu sama lain dalam 
mempertahankan negaranya. Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang 
dimana secara geografi terletak paling dekat dengan kedua negara, kemudian 
ingin menstabilkan kembali keadaan yang terjadi di sekitar regionalnya. Hal ini 
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yang menjadikan Uni Eropa dianggap sebagai salah satu bentuk nyata dari 
regionalisme. 
Regionalisme menjadi studi yang cukup penting dalam Ilmu Hubungan 
Internasional. Regionalisme lebih menekankan pada bentuk interaksi kerja sama 
dari negara-negara yang berdekatan secara geografis dan lebih melihat pada 
proses-proses yang melatarbelakngi terbentuknya kerja sama regional tersebut. 
Wujudnya bisa dalam bentuk organisasi regional. Regionalisme juga sangat 
penting dimana ketika terjadi suatu permasalahan global, dan tetap akan 
membutuhkan penanganan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, dalam hal ini 
dalam tatanan regional.  
Mark Bevir menjelaskan tentang Regionalisme: 
At the international level, regionalism refers to transnational cooperation 
to achieve a common goal or resolve a shared problem or it refers to a 
group of coun-tries, such as Western Europe, the Western Balkans, or 
Southeast Asia, that are linked by geography, history or economic 
features. Used in this sense, regionalism refers to attempts to reinforce the 
links between these countries. Today, the foremost example of such an 
attempt is the European Union (EU). (Gochhayat, 2014, p. 1) 
  
Terdapat tiga elemen utama dalam regionlisme yang dijelaskan oleh R. 
Stubbs dan G. Underhill. Pertama adalah pengalaman historis masalah-masalah 
bersama yang dihadapi sekelompok negara dalam satu lingkungan geografis 
tertentu. Elemen pertama ini akan mempengaruhi derajat interaksi antar aktor 
negara di suatu kawasan. Hal ini dikarenakan kesamaan pengalaman sejarah dan 
masalah yang dihadapi akan mendorong terciptanya kesadaran regional dan 
identitas yang sama (regional awareness and identity). Kedua yaitu adanya 
keterkaitan yang erat di antara negara-negara tersebut.Dengan kata lain, terdapat 
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sebuah batas kawasan dalam interaksi diantara mereka atau dimensi ruang(spatial 
dimension of regionalism). Elemen ketiga yaitu adanya kebutuhan di antara 
negara-negara untuk menciptakan organisasi yang dapat membentuk suatu 
kerangka yang legal dan institusional dengan tujuan untuk mengatur interaksi 
antara mereka dan mampu menyediakan sebuah aturan main dalam kawasannya. 
(Fernandes, 2013) 
Elemen inilah yang mendorong terciptanya sebuah derajat 
institusionalisasi dalam suatu kawasan, dimana Uni Eropa termasuk salah satu 
contoh dari kawasan yang memiliki struktur organisasi yang cukup ketat dan 
masih berjalan hingga sekarang. Regionalisme menjadi tindakan nyata yang dapat 
diimplementasikan oleh negara-negara dalam bentuk kerjasama dalam berbagai 
bidang. 
E. Metode Penelitian 
 
1. Tipe Penelitian 
Dalam menulis proposal penelitian ini, penulis menggunakan jenis 
penelitian deskriptif, yang merupakan suatu cara untuk membuat gambaran dan 
analisa berbagai hal dan situasi yang menjadi bagian dari permasalahan yang 
diteliti. Dengan kata lain, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi 
dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan 
mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit 
yang diteliti. 
Tujuan pemilihan metode penelitian deskriptif dalam penulisan ini, agar 
dapat memberikan eksplanasi analisis dengan menjelaskan, mencatat, 
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menganalisis, dan menginterpretasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
konflik Ukraina dan Rusia terhadap wilayah Crimea dan memperlihatkan sikap 
Uni Eropa dalam sengketa antarkedua negara ini. 
2. Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. 
Dimana data sekunder dapat diperoleh dari sumber tidak langsung berupa 
buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar, artikel, internet atau referensi lain 
yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam hal teknik pengumpulan data, maka penulis merujuk kembali pada 
jenis data yang akan gunakan, yakni data sekunder. Maka dari itu, teknik 
pengumpulan data yang akan dilakukan adalah telaah pustaka, yakni 
mengumpulkan sejumlah literatur dari berbagai sumber yang memiliki 
hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun literatur tersebut berupa 
buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar dan situs-situs internet 
yang sifatnya valid atau pasti. 
4. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisisdata 
hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis 
permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian 
menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan 
sebuah argumen yang tepat. Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk 
memperkuat analisis kualitatif. 
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5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif, 
yaitu penulis mencoba menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, 
kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Penulis akan menjelaskan secara 
umum mengenai konflik antara Ukraina dan Rusia, kemudian menjelaskan 
















KONFLIK UKRAINA DAN RUSIA TERHADAP WILAYAH CRIMEA 
DAN UNI EROPA 
A. Konflik Ukraina dan Rusia terhadap wilayah Crimea 
 
Ukraina dan Rusia merupakan dua negara tetangga yang berbatasan secara 
langsung dan juga adalah negara bekas Uni Soviet. Pembubaran Uni Soviet 
menjadi awal dari konflik terkait wilayah yang berada di Ukraina, yakni Crimea. 
Crimea adalah sebuah wilayah otonom Ukraina yang secara etnis dan sejarah 
memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rusia. Perebutan keduanya atas 
wilayah Crimea membuat kedua negara ini akhirnya terlibat dalam konflik yang 
meregangkan hubungan antar keduanya. Crimea menjadi wilayah kedaulatan 
Ukraina yang sangat strategis dan penting pula untuk Rusia. 
Rusia tidak pernah secara langsung menyatakan akan melepaskan negara-
negara bekas Uni Soviet, namun perhatian Rusia kepada negara-negara tersebut 
menjadi salah satu prioritas didalam tujuan yang ingin dicapai oleh Rusia. Konflik 
yang memuncak saat turunnya presiden Ukraina, Viktor Yanukovych dari 
jabatannya dan membuat Crimea sebagai wilayah Ukraina yang pro terhadap 
Rusia menginginkan penggabungan bersama Rusia dengan diadakannya 
referendum Crimea. Hal ini menjadi keuntungan bagi Rusia dan sebaliknya 
menjadi kerugian bagi Ukraina.  
Konflik yang terjadi diantara dua negara yang juga berbatasan langsung 
dengan negara-negara UE dan telah menjadi mitra kerjasama UE sejak lama 
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membuat UE merasa perlu untuk turut terlibat dan memberikan sikapnya terhadap 
keadaan kedua negara ini. Keterlibatan UE di dalam konflik ini membuat Ukraina 
semakin dekat dengan UE, dan di sisi lain Rusia yang terlihat meregang dari UE. 
Hal ini juga menunjukkan bagaimana posisi UE di mata internasional di dalam 
membela hukum internasional yang berlaku sesuai dengan norma UE. 
 
1. Sejarah Crimea 
 
Crimea telah mencatat perjalanan yang panjang dari berbagai 
kepentingan dan kekuasaan yang mendudukinya, mulai dari Kekaisaran 
Ottoman hingga Uni Soviet. Hal ini membuat Crimea selalu memiliki 
hubungan erat dengan Negara-negara tersebut, dan juga menjadi salah satu 
penyebab beragamnya etnis yang ada di Crimea seperti Yunani, Yahudi, Tatar 
Crimea, sampai etnis Ukraina dan Rusia. 
Semenanjung Crimea yang terletak di sebelah selatan Ukraina, 
memisahkan Laut Azov dari Laut Hitam yang membuat kekuatan dunia 
menginginkan kontrol atas wilayah maritim yang ada di wilayah tersebut. 
Lokasinya yang strategis itu menjadi rebutan bagi Kekaisaran Ottoman dan 
Rusia dan kedua kekuatan dunia tersebut meninggalkan jejak yang kuat di 
semenanjung Crimea. 
Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia terkait wilayah Crimea, 
berasal dari bagaimana sejarah yang terjadi antara Rusia dengan Crimea itu 
sendiri. Keinginan Rusia untuk mengembalikan Crimea kedalam bagian 
wilayahnya tetap menjadi salah satu tujuan Rusia demi mencapai 
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kepentingannya. Sehingga perlu untuk mengetahui bagaimana sejarah dibalik 
Crimea yang kemudian menghubungkannya dengan Rusia dan Ukraina. Seperti 
pernyataan Vladimir Putin: “It is enough to know the history of Crimea and 
what Russia and Crimea have always meant for each other”. (Taylor, What 
History can tell us about Russia, Crimea, and Vladimir Putin, 2014) Hal ini 
berarti Russia dan Crimea memiliki arti penting atas satu sama lain, dan hal 
tersebut dimulai dari sejarah yang membangun keterkaitan antar keduanya. 
 
Sumber: United Nations map. Numb. 3773 Rev.6. Maret 2014 
 
Di dalam sejarah Crimea, sejak abad ke-15 sampai abad ke-18, Negara 
bawahan kekaisaran Ottoman yakni Khanate Crimea telah menduduki wilayah 




Crimea. Kelompok etnis Turki yang disebut Tatar Crimea yang ada kemudian 
didorong untuk menetap dan menjadikan Crimea sebagai tempat asal dari Tatar 
Crimea ini. 
Pada tahun 1774, wilayah ini mendapatkan kemerdekaannya dari 
kekaisaran Ottoman, dan kemudian dianeksasi oleh Rusia pada tahun 1783 
dengan melewati peperangan yang cukup panjang. Semenanjung Crimea 
menjadi bagian dari Uni Soviet sejak tahun 1783 sampai 1954, bahkan dibawah 
kekuasaan Ukraina, Rusia tetap “memiliki” Crimea dimana terdapat Pangkalan 
Armada Militer terbesar Rusia di Laut Hitam. Laut  Hitam dan daerah 
pesisirnya sendiri telah memainkan peranan penting dalam sejarah Eropa 
Timur dan Asia Barat. (Fisher, p. 11) 
Pada Oktober 1921, Crimea menjadi bagian dari wilayah Russian Soviet 
Federative Socialist Republic sebagai wilayah otonom Crimea Republik 
Sosialis Soviet. Pada 1922, Crimea dimasukkan kedalam wilayah serikat baru 
dari Republik Sosialis Soviet. Pada 1930an dimana merupakan periode represi 
dan pemaksaan kolektivisasi di Uni Soviet, yang akhirnya membuat 35 hingga 
40 ribu warga Tatar Crimea dari total populasi 200 ribu, dideportasi ke Siberia. 
(Marples & Fuke, 1995, p. 262) Sebagian besar dari warga Tatar Crimea yang 
tersisa di Crimea, kemudian ikut di kirimkan ke Republik Asia Tengah Soviet 
seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan dan beberapa wilayah lainnya di 
Uni Soviet. Sebagai gantinya, Soviet mengirim penduduk etnis Slavia/Rusia ke 
Crimea untuk menetap dan menjadi etnis mayoritas disana. 
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Perubahan drastis kondisi etnis yang ada di Crimea ini membuat warga 
Tatar Crimea kehilangan sejarahnya di Crimea sebagai etnis utama disana dan 
menjadikan mereka sebagai warga asing di wilayah asal mereka. Setelah 
berakhirnya Perang Dunia II, etnis mayoritas dan karakter etnis di Crimea 
bergeser menjadi etnis Slavia/Rusia. Pendekatan revisionis ini merupakan 
bagian dari kebijakan Stalin pada masa deportasi 1944, untuk menghilangkan 
keberadaan etnis Tatar Crimea yang telah lama hadir dan memperkaya budaya 
di semenanjung Crimea. (Marples & Fuke, 1995) 
Populasi Tatar Crimea dari Kekaisaran Ottoman terus  mengalami 
penurunan jumlah selama abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Berdasarkan 
sensus penduduk terakhir yang dilakukan pada tahun 2001 di Ukraina, populasi 
penduduk Crimea berjumlah kurang lebih 2 juta jiwa yang terdiri dari 58.32% 
etnis Rusia, 24.32% etnis Ukraina, Tatar Crimea 12.1% dan sisanya merupakan 
percampuran dari beberapa etnis lainnya. (Society, 2014) Mayoritas etnis Rusia 
di Crimea ini juga merupakan salah satu faktor inginnya Crimea melakukan 
referendum dan bergabung bersama Rusia. Dengan etnis Rusia menjadi 
mayoritas di wilayah Crimea, membuat Rusia memiliki campur tangan yang 
cukup besar di Crimea. Sehingga Crimea sendiri pun disebut dengan wilayah 
Ukraina yang pro terhadap Rusia dan selalu mendukung pendekatan dan 
kerjasama yang dilakukan Ukraina kepada Rusia. 
Di tahun 1945, Crimea kehilangan statusnya sebagai sebuah wilayah 
Republik otonom dan menjadi wilayah administrasi biasa di USSR (Union of 
Soviet Socialist Republic). Februari 1954, Pemimpin Uni Soviet saat itu Nikita 
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Kruschev mentransfer Crimea dan Sevastopol dari Russian Soviet Federation 
Republic kepada Ukrainian Soviet Socialist Republic yang merupakan wilayah 
asal Nikita Kruschev melalui keputusan sepihak dari presidium Soviet 
tertinggi. Hal ini dilakukan oleh Nikita Kruschev sebagai perayaan ke-300 
Perjanjian Perevaslav yakni perjanjian bergabungnya Ukraina ke Uni Soviet, 
selain itu menjadi apresiasi dalam bantuan politik Ukraina dan sebagai simbol 
dari  Russo-Ukrainian brotherhood. (Galeotti, 1994) 
Pada 19 Februari 1954, seluruh pihak yang berkepentingan di Rusia, 
Ukraina dan Crimea memperdebatkan isu tersebut yang cukup membawa 
perdebatan. Namun, transfer wilayah Crimea kemudian dibenarkan dengan 
beberapa kriteria antara lain: sistem ekonomi yang sama dan kedekatan 
territorial yang berarti kedekatan ekonomi dan hubungan kultural antara 
Provinsi Crimea dan Ukraina. Dekrit tersebut disetujui secara hukum pada 26 
April 1954 dan disetujui oleh Kruschev sebagai tanda sahnya transfer Crimea 
ke Ukraina. (Marples & Fuke, 1995, p. 272) 
Di tahun 1990-an, Crimea menjadi titik utama konflik yang terjadi 
antara Ukraina dan Rusia, yakni terkait Pangkalan Militer Soviet di Laut Hitam 
dan juga terkait status Crimea itu sendiri, kedua negara sama-sama merasa 
memiliki keterikatan yang kuat dengan Crimea. Pergantian status Crimea yang 
terjadi selama runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-1991 datang dari 
bagaimana Rusia tidak mengakui Ukraina sebagai Negara yang merdeka dan 
juga keinginannya untuk memiliki Crimea.  
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Setelah penduduk Ukraina melakukan referendum pada Februari 1991, 
wilayah Crimea oblast atau wilayah yang berada dibawah republik 
dikembalikan pada statusnya sebagai otonomi republik, dimana kali ini berada 
dibawah kedaulatan Ukraina. Pada 1991, terjadi aksi melawan Mikhail 
Gorbachev yang terjadi di Crimea sebagai akibat dari referendum Ukraina 
untuk menjadi Negara independen pada 2 Desember 1991. Voting yang 
dilakukan Ukraina untuk menjadi Negara independen, menghasilkan sebanyak 
90% warga Ukraina menginginkan kemerdekaan sebagai Negara independen, 
dan hasil voting dari wilayah Crimea hanya sebanyak 54% mendukung 
kemerdekaan Ukraina. (independent, 2014) 
Pada referendum terakhir, penduduk wilayah Republik otonomi Crimea 
tidak yakin apakah mereka ingin tetap bersama Ukraina setelah runtuhnya Uni 
Soviet atau memilih jalan lain dengan bergabung kembali bersama Federasi 
Rusia. Uni Soviet secara resmi bubar pada 8 Desember 1991 pada pertemuan 
yang dihadiri oleh pemimpin Federasi Rusia, Ukraina dan Belarus. Pada saat 
itu juga terjadi negosiasi antar pemimpin Negara terkait wilayah Crimea, dan 
Ukraina berhasil untuk membuat Crimea tetap berada di wilayah 
kedaulatannya. (Bebler, 2015, p. 38) 
Di tahun 1992, Vladimir Lukim  ketua dari Komite Hubungan Luar 
Negeri dan Hubungan Ekonomi Eksternal dan juga merupakan salah satu 
pendiri partai liberal demokratik Rusia, menyatakan mosinya kepada penegak 
hukum Rusia bahwa keputusan yang dibuat parlemen tertinggi Soviet Rusia 
tahun 1954 terkait pentransferan wilayah Crimea kepada Ukraina adalah 
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invalid dan tidak memiliki kekuatan hukum. Selama kurun waktu 1992-1993, 
parlemen Rusia meningkatkan tuntutannya atas Crimea dan Sevastopol. 
Akhirnya pada 23 Januari 1992, Duma (Majelis Rusia) dan 
Kementerian Luar Negeri menentang transfer Crimea ke Ukraina, yang 
menimbulkan protes keras dari Ukraina. Hubungan Rusia-Ukraina memburuk 
setelah deklarasi ini. Wakil Presiden Rusia saat itu, Alexander Rutskoi 
mengunjungi Crimea pada 1992 dan menyerukan pemisahan wilayah dari 
Ukraina dan sebulan kemudian parlemen Rusia mengeluarkan resolusi 
mendeklarasikan bahwa transfer Crimea ke Ukraina pada 1954 adalah ilegal. 
(Mizrokhi, 2009, p. 9) Tidak ada hasil dari mosi yang dikeluarkan Lukin pada 
1992 terkait pentransferan Crimea ke Ukraina yang illegal dan tidak sah karena 
panasnya perdebatan lebih kepada bagaimana pembagian Pangkalan Militer 
Uni Soviet di Laut Hitam. Presiden Yeltsin dari Rusia dan Kravchuk dari 
Ukraina sanggup untuk mengatasi potensi krisis dari hal ini.  
Tingginya ketegangan yang terjadi terkait pembagian Armada Militer di 
Laut Hitam, mendorong Crimea dalam keinginannya melakukan pemisahan 
dari Ukraina. Pada 26 februari 1992, pemimpin tertinggi Crimea mengganti 
nama wilayah Crimea menjadi Republic of Crimea tanpa persetujuan dari 
otoriter Ukraina. Selanjutnya pada bulan Mei, Parlemen Crimea 
memproklamasikan independen Crimea dan mengeluarkan konstitusi 
pertamanya yang kemudian diamandemen pada 6 Mei 1992. 
Proklamasi kemerdekaan Crimea yang akan dilakukan dibatalkan oleh 
Pemimpin tertinggi Ukraina dengan adanya negosiasi oleh presiden Ukraina, 
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Leonid Karvchuk dengan petinggi Crimea yang menghasilkan perjanjian 
pembagian kekuasaan antara delegasi parlemen Crimea dan Ukraina. Kiev 
setuju untuk memperkuat status otonomi Crimea, dan membuat bertambahnya 
hak istimewa kepada Crimea dengan syarat Crimea harus mendukung penuh 
berjalannya Ukraina sebagai Negara independen. Namun, hal ini kemudian 
tidak dapat dilaksanakan secara utuh oleh Karvchuk dan meninggikan kembali 
ketegangan di Crimea. 
Pada pemeilihan presiden selanjutnya di Ukraina tahun 1994, Rusia 
mendukung Leonid Kuchma untuk menjadi presiden Ukraina, diikuti pula 
dukungan dari Crimea. Ketika Kuchma memenangkan pemilihan, ketegangan 
yang sebelumnya terjadi mulai berkurang. Presiden baru ini memimpin dengan 
kampanyenya yakni ingin menghilangkan ketidakpercayaan kaum separatis di 
Crimea dan memaksa badan pembuat undang-undang di Crimea untuk 
menghapuskan kepresidenannya dan membuat konstitusi Crimea berjalan 
sesuai dengan hukum dasar Ukraina. 
Kuchma memberikan hak kepada pemerintahan Crimea untuk menjadi 
anggota kabinet Ukraina dan memperoleh haknya untuk menunjuk kepala 
menterinya. Hasil dari hal ini yakni, Semenanjung Crimea memiliki 
pemerintahannya sendiri dan juga kepala menteri sebagai ketua dari badan 
eksekutif. Pada maret 1995, Verkhovnaya Rada atau parlemen Ukraina 
menghapuskan keseluruhan hukum di Crimea, termasuk konstitusi Crimea. 
Rada memberikan resolusi yang menyatakan bahwa hukum Crimea harus 
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sesuai dan sejajar dengan Konstitusi Ukraina dan Crimea harus mendukung 
penuh jabatan pemerintahan di Kiev. (Davydov, 2008) 
Permasalahan mengenai wilayah Crimea maupun mengenai Armada 
Militer di Laut Hitam masih belum terselesaikan sampai adanya 
penandatanganan Friendhsip Treaty oleh Yaltsin dan Kuchma pada 31 Mei 
1997 di Kiev, sebagai tanda dimulainya mitra kerjasama antar kedua negara. 
Perjanjian ini telah ada sejak tahun 1993, tetapi kemudian selalu mengalami 
penundaan dalam penandatanganannya. Penghalangnya ada dua, yang pertama, 
terkait pembagian Armada Militer di Laut Hitam dan kedua, yakni status resmi 
dari Kota Sevastopol. (Davydov, 2008)  Selain itu, terdapat juga faktor lain dari 
penundaan perjanjian ini, yakni Rusia yang tidak mengakui adanya Ukraina 
sebagai Negara independen dan berdaulat sejak Ukraina menyatakan 
kemerdekaannya.  
Perjanjian ini kurang lebih berisi tentang Rusia yang mengakui Ukraina 
sebagai Negara independen dan berisi pernyataan kesepakatan dalam 
perbatasan wilayah kedua Negara yang tidak dapat diganggu gugatyang berarti 
Crimea dan Sevastopol tetap berada dibawah kedaulatan Ukraina. Juga 
menandai langkah awal dalam mengembangkan kerjasama dan keamanan 
diantara kedua Negara berdaulat, menginginkan adanya komitmen bersama 
untuk tidak saling merugikan satu sama lain dalam masalah teritori dan 
menjadi peresmian yang memperbolehkan Rusia menjaga Armada Militernya 
di Laut Hitam, Sevastopol. 
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Setelah melewati sejarah yang cukup panjang, masing-masing 
kekuasaan yang pernah memiliki Crimea kemudian memunculkan perbedaan 
pandangan sejarah terhadap wilayah Crimea. Perbedaan pandangan sejarah ini 
datang baik dari Tatar Crimea, Rusia, maupun Ukraina. Tatar Crimea melihat 
bahwa adanya kelompok etnis Tatar Crimea dari kekaisaran Ottoman menjadi 
bukti nyata bahwa mereka adalah satu-satunya penduduk asli Crimea dan 
Crimea merupakan satu-satunya homeland bagi mereka. Berdasarkan 
pandangan Russia, Crimea secara alamiah adalah bagian dari Rusia, sementara 
Tatar Crimea merupakan orang asing atau etnis asing yang datang dari invasi 
dan kolaborasi luar. Crimea dipandang sebagai bukti kejayaan Catherine 
Agung dan Kekaisaran Tsar Rusia. Dan bagi ukraina, Crimea telah berkaitan 
dengan Ukraina melaihat pada letak geografi, budaya, dan etnisitas yang ada 
termasuk di masa Ukraina masih menjadi bagian Rusia. (Mizrokhi, 2009, p. 3) 
Ketiga pandangan ini juga memperjelas tentang bagaimana terjadinya 
ketegangan etnis di wilayah tersebut dan bagaimana hal ini membuat ketiganya 
memunculkan respon yang cukup panas dan tegang di Crimea, baik dari 
pemerintah pusat Ukraina, maupun dari pihak lain yakni Federasi Rusia. 
2. Awal Mula Konflik Crimea 
Ketegangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia setelah terjadinya 
aksi demonstrasi akibat pembatalan perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa 
dan berlanjut pada aneksasi Crimea oleh Rusia membuat kedua negara ini 
terhenti di dalam beberapa kerjasama yang mereka telah lakukan sebelumnya. 
Selain terkait di dalam Friendship Treaty yang disepakati keduanya di tahun 
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1997, kedua Negara ini juga berada dalam hubungan Persemakmuran Negara-
negara Merdeka bekas Uni Soviet atau CIS (Commonwealth of Independent 
States). CIS adalah sebuah asosiasi yang dianggap dapat memudahkan 
pembubaran Uni Soviet serta digunakan sebagai koordinasi urusan antar negara 
bekas Uni Soviet. 
CIS didirikan dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Rusia, 
Belarus, dan Ukraina di Minsk pada 8 Desember 1991, diikuti oleh 18 bekas 
Negara republik Uni Soviet yang kemudian ikut bergabung dengan CIS. CIS 
didirikan berdasarkan penghormatan kepada integritas territorial Negara-negara 
anggotanya dan juga diharapkan dapat menjadi kelanjutan dari USSR. Semua 
anggota Negara sepakat untuk memelihara dan mempertahankan kekuatan di 
bawah komando bersama, satu ruang strategis dan militer bersama, termasuk 
kontrol bersama atas senjata nuklir. Organisasi ini juga sepakat untuk 
mendirikan institusi-institusi koordinasi bersama. Pada Januari 1993, CIS 
menyetujui sebuah Piagam di Minsk yang menyatakan bahwa CIS dilandasi 
persamaan berdaulat anggotanya yang merupakan subjek dari hukum 
internasional yang mandiri. (Shaw, 2008, p. 1309) Sehingga hal inilah yang 
membuat erat hubungan antara Ukraina dengan Rusia.  
Pengaruh luar biasa dari Rusia pada pembangunan ekonomi dan politik 
Ukraina, dan ikatan budaya dan etnis antara kedua bangsa, membuat hubungan 
dengan Rusia selalu menjadi variabel utama kebijakan luar negeri Ukraina. 
Hubungan luar negeri dan arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Ukraina 
terlihat pada siapa pemimpin yang duduk di kursi kepresidenan yang juga dapat 
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membawa pertentangan baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang datang 
dari luar. 
 Pertentangan yang datang dari masyrakat Ukraina disebabkan oleh 
terbaginya masyarakat Ukraina ke dalam dua kubu, dimana di sebelah timur 
Ukraina dan Crimea merupakan wilayah dengan mayoritas etnis Rusia yang 
memiliki kekuatan sejarah dan budaya yang kuat dengan Rusia. Serta 
menginginkan Ukraina agar tetap dekat dan berhubungan erat dengan Rusia. 
Sedangkan di bagian barat Ukraina adalah masyarakat Ukraina yang sangat 
menginginkan Ukraina untuk memperkuat hubungannya dengan Uni Eropa 
maupun Negara barat. 
Setelah Kuchma selesai dengan masa jabatannya selama dua periode 
pada tahun 2005, terjadi aksi protes yang dilakukan selama periode pemilihan 
presiden yang datang dari masyarakat Ukraina yang pro Barat dengan 
masyarakat Ukraina yang pro Rusia. Dua calon yakni Viktor Yushchenko dan 
Viktor Yanukovych memiliki perbedaan di dalam visi misi dan masyarakat 
yang mendukungnya. Yanukovych sangat didukung oleh Presiden Rusia saat 
itu, Vladimir Putin dan juga didukung oleh masyarakat Ukraina disebelah 
timur. Sedangkan Yushchenko merupakan kandidat yang terkenal anti korupsi 
dan didukung oleh masyarakat Ukraina di sebelah barat. (Yerofeyev & 
Kryzhanivsky, 2014) 
Pada pemilihan presiden yang dilakukan, pada awalnya Yanukovych 
yang memenangkan suara pemilihan. Namun, hal ini dianggap sebagai 
kecurangan yang dilakukan oleh Yanukovych dimana kemenangannya 
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melebihi jumlah suara yang seharusnya ada. Sehingga pendukung Yushchenko 
kemudian melakukan aksi protes di Ukraina yang juga disebut dengan Orange 
Revolution dan demonstrasi pun dilakukan selama hampir dua minggu. 
Sedangkan pendukung Yanukovych di timur mengancam akan memisahkan 
diri dari Ukraina jika hasilnya dibatalkan. Namun demikian, Mahkamah Agung 
memutuskan pemilu tersebut tidak sah dan memerintahkan dilakukannya 
pemilihan ulang yang memenangkan Yushchenko dari Yanukovych. 
Pada masa pemerintahan Victor Yuschenko, Ukraina berupaya untuk 
mengintegrasikan diri ke dalam struktur kerjasama Eropa dengan 
mengorbankan hubungan dengan Rusia. Ukraina juga semakin membuka diri 
pada negara-negara barat seperti memulai pembahasan mengenai 
keanggotaannya di dalam NATO. Namun, Ukraina pun tidak terlepas dari 
Rusia dan tetap menganggap Rusia sebagai mitra penting dan negara tetangga 
terdekatnya. Selain itu, ketergantunga Ukraina terhadap energi dari Rusia 
terutama gas membuatnya harus tetap mempertahankan hubungan baiknya 
bersama Rusia. 
 Awal konflik yang membuat Rusia menganeksasi Crimea bermula 
ketika pada 24 Juni 2008, pemerintah Ukraina memberikan pernyataan 
mengenai masa sewa Armada Militer Rusia di Laut Hitam yang akan berakhir 
pada 29 Mei 2017 dan tidak akan diperpanjang lagi sehingga Rusia harus 
mempersiapkan diri untuk memindahkan keseluruhan perlengkapan militernya 
yang ada di kota Sevastopol, Crimea. (Buba, 2010, p. 2) Tensi politik ini dipicu 
ketika terjadinya konflik yang melibatkan Georgia bersama Rusia terkait 
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Ossetia Selatan dan Abkhazia. Tindakan Rusia yang ikut terlibat dan ikut 
memerangi Georgia dianggap Ukraina sebagai tindakan yang tidak tepat. 
Pejabat tinggi pemerintah di Ukraina telah memberikan posisi tetapnya 
bahwa tidak akan ada pembaharuan dari perjanjian ini, Politisi Ukraina juga 
menyatakan bahwa Armada militer Rusia harus segera memulai persiapan 
penarikan diri dari Sevastopol dan memberikan waktu singkat bagi pemerintah 
Rusia untuk menyiapkan kebutuhan dan langkah yang akan diambil untuk 
meninggalkan pangkalannya pada waktu yang telah ditentukan. Pemerintah 
Ukraina menyatakan tidak akan mempertimbangkan rencana penarikan diri 
terlebih dahulu sampai waktu terakhir sesuai dengan perjanjian. (Gorenburg, 
2010) 
Hal ini membuat terganggunya hubungan Rusia dan Ukraina sehingga 
pemimpin Rusia saat itu mulai gencar melakukan beberapa pertemuan dan 
negosiasi baik bersama presiden maupun petinggi negara lainnya di Ukraina. 
Rusia tidak menginginkan terjadinya pemindahan Armada Militernya dan 
menginginkan perpanjangan masa sewa di Crimea. Namun, keputusan dari 
pemerintahan Yushchenko merasa sudah pasti dan tetap sehingga tetap 
menolak untuk memperpanjang masa sewa di Crimea. Selain itu, konstitusi 
Ukraina pun berisi larangan mengenai hal ini, dimana seharusnya tidak ada 
Negara lain yang boleh menempatkan Armada militernya di wilayah Ukraina.  
Ketetapan Ukraina dalam mengakhiri masa sewa di Crimea berubah 
ketika Viktor Yanukovych menjabat sebagai presiden Ukraina mulai dari tahun 
2010. Yanukovych menang di dalam pemilihan dengan janji kampanyenya 
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yakni ingin menyelaraskan hubungan Ukraina dengan Barat maupun Rusia. 
Namun hal tersebut dapat dikatakan gagal karena pada masa pemerintahan 
Yanukovych ini, Ukraina lebih condong kepada Rusia dan meningkatkan 
kerjasamanya bersama Rusia. Selama bulan pertama masa jabatannya, dialog 
dan kerjasama dengan Moskow dilakukan dengan cepat dan terus menerus. 
Selain itu, Ukraina juga melenyapkan keinginannya terkait bergabung bersama 
NATO.  
Pada 21 April 2010, dengan Ukraina dipegang oleh Yanukovych yang 
sangat didukung oleh Moscow, perjanjian kedua mengenai penyewaan Armada 
Militer Rusia di Crimea ditandatangani di Kharkiv antara Yanukovych dengan 
presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Perjanjian yang juga disebut dengan 
Kharkiv Pact ini menandakan perpanjangan masa sewa Armada Laut Hitam 
Rusia di Sevastopol hingga 2042. Medvedev menyatakan "We have indeed 
reached an unprecedented agreement, the rent for the naval base will be 
increased by an amount equivalent to that of the gas price discount". (Watson, 
2010) Hal ini membuat Rusia membayar US$ 100 juta setiap tahun pada 
Ukraina dan Rusia memberi potongan harga gas untuk Ukraina sebesar 30% 
berdasarkan Perjanjian Kharkiv. (Clifford, 2010)  
Rusia terpaksa menanggung semua biaya tersebut karena gagal 
membangun pangkalan alternatif untuk Armada Laut Hitam di wilayahnya 
sendiri. Pelabuhan di Novorossiysk tidak cukup dalam dan tidak memiliki 
infrastruktur yang dibutuhkan. Padahal, armada Rusia memiliki sebuah tugas 
strategis yang sangat penting yakni melindungi daerah selatan Rusia dan 
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mencegah kemungkinan kapal pengangkut pesawat musuh memasuki Laut 
Hitam. (Litovkin, 2014) Menurut perjanjian antara Rusia dan Ukraina tentang 
keberadaan Armada Laut Hitam Rusia di wilayah Ukraina, Rusia boleh 
menempatkan 388 kapal (termasuk 14 kapal selam diesel) di perairan wilayah 
Ukraina dan di darat. Selain itu, Rusia juga diizinkan menempatkan 161 
pesawat di lapangan terbang sewaan di Gvardeiskoye (sebelah utara 
Simferopol) dan Sevastopol. (Putra, 2014) 
Perpanjangan masa sewa Rusia di Crimea mendatangkan respon yang 
panas dari masyarakat Ukraina terutama masyarakat yang pro Barat. 
Masyarakat yang mendukung Yanukovych pada masa kampanye menghadapi 
kenyataan bahwa apa yang dijanjikan oleh Yanukovych tidak dilakukannya 
pada saat menjabat sebagai presiden Ukraina. Selain perjanjian yang akhirnya 
disepakati anatar Ukraina dan Rusia, pemerintahan yang korup juga menjadi 
salah satu perhatian masyarakat pada masa pemerintahan Yanukovych. 
Berjalannya pemerintahan Yanukovych yang sangat pro Rusia dengan 
kebijakannya yang dianggap sangat kontradiktif yakni dengan melakukan 
pembangunan industri melalui peningkatan hubungan dengan Rusia atau yang 
disebut dengan “Ukrainianization Policies” dan juga mendukung menjadikan 
bahasa Rusia sebagai bahasa resmi di Ukraina membuat beberapa masyarakat 
Ukraina kemudian menjadi tidak percaya kepada Yanukovych. 
Di tahun 2013, dimana inilah yang menjadi puncak awal dari konflik 
yang terjadi antara kedua negara ketika Viktor Yanukovych membatalkan 
penandatanganan perjanjian kerjasama ekonomi European Association 
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Agreement (EAA) bersama Uni Eropa yang telah dicanangkan sejak tahun 
2007 oleh pemerintah Ukraina periode sebelumnya. Perjanjian ini dapat 
meningkatkan intensitas hubungan kerjasama ekonomi dari Ukraina dengan 
Uni Eropa. Kiev membatalkan perjanjian tersebut dan memilih melakukan 
kesepakatan perdagangan bersama Rusia serta menerima $15 juta dari 
Moscow. (Mdzinarishvili, 2014)  
Keputusan Yanukovych untuk membatalkan penandatanganan 
membuat masyarakat Ukraiana di Kiev yang dominan pro Uni Eropa 
melakukan aksi protes yang sangat besar dan menginginkan agar perjanjian 
kerjasama tersebut tetap dilakukan dan Ukraina bisa memiliki hubungan yang 
lebih dekat dengan Uni Eropa. Aksi protes ini disebut Maidan Protests yang 
kemudian melebar pada pergolakan sosial, krisis politik dan ekonomi di 
Ukraina, aneksasi Rusia terhadap wilayah Crimea, dan krisis di wilayah 
Donbass di Ukraina.   
Pembatalan penandatangan perjanjian oleh Yanukovych juga dikaitkan 
dengan keterlibatan Rusia didalam menarik Ukraina untuk menjauhi Uni Eropa 
dan mewujudkan keinginannya agar Ukraina bergabung di dalam Eurasian 
Customs Union atau Uni Eurasia yang merupakan rencana perjanjian untuk 
memperkuat integrasi ekonomi dan politik negara pasca Uni Soviet menjadi 
sebuah persatuan supranasional. (Sinitsky, 2015, p. 3) 
Aksi protes dilakukan sejak 21 November 2013 di Maidan Square, 
Kiev. Aksi protes yang berlangsung secara damai ini awalnya dilakukan oleh 
mahasiswa yang tidak setuju dengan keputusan Yanukovych. Selama hampir 2 
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minggu melakukan aksi protes secara damai, aparat keamanan negara 
kemudian melakukan serangan kepada para demonstran sebagai usaha untuk 
membubarkan mereka.  
Akibat dari hal ini, masyarakat Ukraina yang secara besar kemudian 
memutuskan untuk ikut terlibat dan turun bersama dengan membawa isu 
pemerintah yang korupsi dan menuntut turunnya Viktor Yanukovych dari 
jabatannya sebagai presiden Ukraina. Mereka menyatakan bahwa pemerintahan 
Yanukovych yang korupsi hanya memanfaatkan negara untuk kepentingan 
pribadinya sehingga hal ini tidak dapat lagi diterima dan dipertahankan. 
Dengan masyarakat yang semakin berdatangan ke Kiev untuk 
menyuarakan tuntutannya, pemerintah juga semakin berusaha untuk 
membubarkan mereka dengan berbagai cara salah satu yang dilakukan oleh 
Yanukovych adalah dengan mengaktifkan kembali serangkaian Undang-
undang tentang anti-demokrasi yang berarti melarang kebebasan berbicara dan 
berkumpul yang juga akan mendapatkan hukuman berat apabila dilanggar.  
Hal ini membuat masyarakat yang melakukan aksi protes beberapa kali 
diserang oleh aparat bayaran pemerintah bahkan diculik. Negosiasi-negosiasi 
juga dilakukan dari petinggi negara dengan Yanukovych, namun Yanukovych 
bersikeras untuk mempertahankan posisinya dan memberikan tawaran-tawaran 
lainnya kepada masyarakat yang selalu ditolak dikarenakan masyarakat hanya 
menginginkan Yanukovych untuk meninggalkan kursi kepresidenannya.  
Aksi protes dan negosiasi terus dilakukan antara Yanukovych, 
pemerintah, dan perwakilan masyarakat yang melakukan aksi protes hingga 
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Februari 2014. Pada minggu ketiga di bulan Februari, masyarakat mulai 
melakukan pawai damai berkeliling kota untuk menuntut keinginannya yang 
kemudian selalu dihadang oleh aparat pemerintah baik dengan melemparkan 
granat hingga menembaki dari atap bangunan. Keadaan menjadi tidak stabil 
dan semakin memuncak karena hal ini, terutama pada 20 Februari 2014 disaat 
aparat melakukan kekerasan kepada masyarakat yang melakukan aksi protes 
dan menyebabkan lebih dari seratus korban jiwa dan seribu korban luka parah. 
(Bilash, 2016)   
Setelah adanya insiden ini, Yanukovych, perwakilan Uni Eropa, dan 
perwakilan masyarakat mengadakan pertemuan yang membahas mengenai 
perjanjian yang akan disepakati untuk meredam aksi protes. Yanukovych 
menawarkan beberapa pilihan yang akan menguntungkan masyarakat apabila 
dia tetap menjadi presiden, namun tawaran tersebut tetap ditolak dan 
masyarakat memberikan waktu hanya sampai keesokan harinya untuk 
Yanukovych turun dari jabatannya.  
Pada 21 Februari 2014, Yanukovych memutuskan untuk meninggalkan 
Ukraina tanpa diketahui secara umum. Ketika hal ini diketahui oleh parlemen, 
mereka segara memutuskan untuk menghapus Yanukovych dari jabatannya dan 
membentuk pemerintahan sementara yang juga didukung oleh Perserikatan 
Bangsa-bangsa, Uni Eropa maupun Amerika Serikat. William Hague, 
Sekretaris urusan Luar Negeri menyatakan, “the UK and its European Union 
allies would support a new government, as and when it is formed”, dan juga 
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menginginkan agar semua politisi di Ukraina dapat bekerjasama di dalam 
pembentukan pemerintahan baru. (Walker, 2014) 
 
3. Konstruksi Konflik Crimea 
Maidan Protest yang membawa Ukraina pada perubahan yang 
diinginkan oleh masyarakat terkhususnya masyarakat yang pro Barat kemudian 
juga menjadi penyebab konflik yang lebih besar diantara Ukraina dan Rusia. 
Setelah Yanukovych meninggalkan Ukraina dan dibentuknya pemerintahan 
sementara oleh parlemen, Rusia merasa cukup kehilangan kontrol atas Ukraina. 
Rusia juga menyatakan bahwa tidak mengakui kekuasaan dari pemerintahan 
sementara yang dibentuk di Kiev dan tetap menganggap Yanukovych sebagai 
poresiden sah dari Ukraina. Putin menyebut hal ini sebagai “Unconstitutional 
coup and armed seizure of power”. (Andreev, 2014, p. 35) 
Selain respon negatif dari Rusia, masyarakat Ukraina yang berada di 
sebalah timur dan di Crimea dimana etnis mayoritas di wilayah tersebut adalah 
etnis Rusia, merasa tidak sepakat dengan apa yang terjadi di ibu kota negara. 
Di Crimea, ketika kondisi di Kiev menjadi tidak stabil, masyarakat kemudian 
mulai melakukan perlawanan kepada pemerintah regional yang ada di Crimea.   
Penduduk di Crimea menjadikan Maidan Protest sebagai kesempatan bagi 
mereka untuk memperluas isu mengenai dua hal, yakni “join them or resign”. 
Hal ini menjadi awal pergerakan pemisahan Crimea dari Ukraina dan 
bergabung bersama Rusia. (Andreev, 2014, p. 35) 
Penyerangan yang dilakukan masyarakat Crimea dilancarkan oleh 
pasukan Rusia di Crimea yang terdiri dari pasukan unit “Self-defense” dan juga 
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Cossacks yang merupakan kelompok bersifat kemiliteran yang resmi dari 
Federasi Rusia yang menerobos masuk kedalam wilayah Crimea dan 
memblokade bagian perbatasan Crimea. Setelah berhasil mengambil alih, 
kelompok masyarakat dan pasukan militer ini mengibarkan bendera Rusia di 
gedung parlemen. Pemerintah regional di Crimea dan Sevastopol yang 
berkaitan atau berpihak pada pemerintah pusat kemudian dipaksa 
meninggalkan jabatannya dan digantikan.  
Pada 26 Februari 2014 Kiev secara utuh kehilangan kendali atas Crimea 
akibat terjadinya peningkatan pasukan Rusia di Crimea yakni penambahan 
Kuban Cossack dari wilayah Krasnodar Rusia, dan juga penyebaran secara 
tersembunyi tentara Rusia lengkap dengan perlengkapan militer dan unit 
pasukan khusus udara yang mengambilalih bandara Crimea, bangunan 
pemerintah, dan pelabuhan.  
Presiden Vladimir Putin meminta izin dari Duma (parlemen Rusia) 
untuk menggunakan pasukan militer di wilayah Ukraina demi menstabilkan 
keadaan di Ukraina yang kemudian disetujui oleh parlemen Rusia. Sehingga 
dimulai sejak 3 Maret hingga 25 Maret 2014, militer Rusia memblokade tentara 
Ukraina dan pangkalan angkatan laut Ukraina yang berada di Crimea. 
(Klymenko, 2015, p. 7) Pasukan militer Rusia juga mengambil alih militer 
Ukraina di Belbek, Balaclava, dan Kerch.  
 Segera setelah parlemen Crimea dikuasai dan digantikan, dilakukan 
voting untuk bergabung bersama Rusia dimana referendum dijadwalkan pada 
tanggal 16 Maret 2014. Selama waktu tersebut, beberapa negosiasi dilakukan 
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baik dengan masyarakat Crimea maupun presiden Rusia. Organisation for 
Security and Cooperation in Europe (OSCE) berusaha untuk memasuki Crimea 
demi mengurangi ketegangan konflik yang terjadi. Amerika Serikat dan Uni 
Eropa juga memberikan peringatan pemberian sanksi kepada Rusia untuk 
menarik pasukan militernya dari Crimea.  
Hasil dari refrerendum yang dilakukan pada 16 Maret untuk berpisah 
dari Ukraina membawa hasil sekitar 97% yang memilih penggabungan 
bersama Rusia, meskipun hasil tersebut diboikot oleh masyarakat yang pro 
Ukraina dan Tatar Crimea, namun hal tersebut tidak memberikan pengaruh 
apapun terhadap hasil voting yang membuat Crimea dan Rusia melakukan 
penandatangan serta ratifikasi perjanjian penggabungan wilayah Crimea dan 
Kota Sevastopol ke dalam wilayah Rusia pada 18 Maret 2014. (Helling, 2014) 
Putin menyatakan dia yakin bahwa three fraternal people yakni Russia, 
Ukraina, dan Belarus akan bersatu kembali dimana Moscow bertekad untuk 
melindungi “Dunia Rusia” dengan segala cara. Dia juga menyatakan bahwa 
etnis dan batas politik dari ketiga fraternal nations tidak dapat dipisahkan. 
(Andreev, 2014, p. 37) Sejak ditandatanganinya perjjanjian penggabungan 
wilayah ini, penduduk yang sah bertempat tinggal di Ukraina yakni di wailayah 
Autunomous Republic of Crimea secara otomatis mendeklarasikan 
kewarganegaraannya sebagai warga negara Federasi Rusia. Penduduk Crimea 
diminta secara tegas untuk menjadi warga negara sah dari Rusia, penduduk 
yang menolak penggabungan Crimea ke Rusia dan tidak ingin menjadi warga 
negara Rusia akan dipaksa untuk ber-emigrasi. Penolakan ini juga akan 
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menyebabkan penduduk tersebut kehilangan pekerjaan, asset, dan hak untuk 
bertempat tinggal di Crimea. 
Setelah dilakukannya penandatanganan penggabungan wilayah oleh 
Crimea dan Rusia, kecaman datang dari berbagai pihak. Kecaman internasional 
dari PBB merespon situasi ini dengan mengeluarkan resolusi tidak mengikat 
(non-binding resolution) terkait ilegalitas referendum Crimea dari Ukraina 
yang dilakukan pada 16 Maret. Resolusi 68/262 ini diadopsi berdasarkan 
voting dukungan dari 100 negara anggota, 11 menolak, dan 58 lainnya abstain. 
Resolusi mengenai Integritas Teritorial Ukraina ini menegaskan komitmen 
terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, persatuan dan integritas wilayah 
Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional. (Nations, 
Resolution Declares Crimea Referendum Invalid, 2014) 
Rusia yang tidak menerima keputusan PBB menganggap bahwa Crimea 
seharusnya dibiarkan untuk menentukan nasibnya sendiri yakni untuk 
bergabung bersama Rusia. Rusia kemudian memveto keputusan PBB ini. Di 
lain sisi, dukungan datang dari UE. UE menyambut baik resolusi 68/262 dari 
PBB dan menyatakan referendum Crimea adalah illegal dan tidak akan 
mengakui penambahan wilayah Rusia di Crimea dan Sevastopol. "The 
referendum is illegal and illegitimate and its outcome will not be recognised". 
Pernyataan Herman Van Rompuy, Presiden Dewan UE, dan José Manuel 
Barroso, Presiden komisi Eropa. (Erdemir, 2014, p. 112)  
Dengan menganeksasi Crimea, Rusia mengharapkan perluasan 
pengaruhnya di bagian selatan Ukraina, Selat Kerch, wilayah bagian Utara dari 
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Laut Hitam termasuk bagian utara dan selatan Kaukus, Balkan, dan bagian 
timur Mediterania. Aneksasi Rusia terhadap Semenanjung Crimea membuat 
perhatian internasional untuk kesekian kalinya tertuju pada Armada Laut Hitam 
Rusia (Black Sea Fleet). Armada tersebut merupakan salah satu instrumen 
kepentingan Rusia di kawasan Laut Hitam. Setidaknya ada empat alasan yang 
mendasari hal tersebut.  
Pertama, Krimea merupakan lokasi utama pangkalan Armada Laut 
Hitam Rusia. Kedua, proses aneksasi melibatkan armada tersebut. Ketiga, 
aneksasi akan memberikan kesempatan bagi peningkatan kuantitas dan kualitas 
yang sangat signifikan pada Armada Laut Hitam Rusia, dan keempat, aneksasi 
berhasil memberikan Armada Laut Hitam Rusia sebuah tempat yang secara 
strategis merupakan yang terkuat di kawasan laut hitam. (Oktaviano, 2015, p. 
12) 
 Setelah referendum dilakukan dan Ukraina menyatakan penolakan atas 
referendum tersebut, Rusia kemudian memutuskan untuk membatalkan 
perjanjian Kharkiv Pact yang dilakukan pada tahun 2010 antara Ukraina dan 
Rusia terkait keberadaan Armada Laut Hitam Rusia yang berada di Crimea. 
Sehingga hal ini membuat Ukraina semakin terlepas dari Crimea sebagai 
wilayah kedaulatannya yang sah. 
B. Uni Eropa dalam Konflik Ukraina dan Rusia 
Sebagai salah satu aktor yang terlibat secara langsung di dalam konflik 
Ukraina dan Rusia, Uni Eropa cukup menunjukkan respon dan tindakannya dalam 
menanggapi konflik yang terjadi di dalam kawasan Eropa ini. Uni Eropa 
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kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tindakannya 
dalam mkelakukan kerjasama baik dengan Ukraina maupun Rusia.  
Sikap Uni Eropa dalam mendorong kedua negara untuk segera 
menyelesaikan konflik yang terjadi dapat dikatakan tidak begitu sesuai dengan 
apa yang diharapkan. Bantuan dan dukungan kepada Ukraina membawa 
hubungan baik antara UE dan Ukraina. Sedangkan sanksi yang diberikan UE 
kepada Rusia dilihat membawa hubungan yang menurun antara UE dan Rusia. 
 
1. Deskripsi Singkat Uni Eropa 
Uni Eropa telah berkembang menjadi organisasi regional besar dengan 
komponen supranasional signifikan. Uni Eropa bertujuan mendirikan pasar 
terpadu tunggal dengan tarif eksternal yang sama, penghapusan tariff dan kuota 
internal, serta memajukan pergerakan bebas modal dan tenaga kerja. 
Setelah Perang Dunia II menghancurkan Eropa, muncullah berbagai 
gagasan yang menginginkan agar perang tidak terjadi lagi dan perdamaian bisa 
tercapai. Salah satu gagasan yang mendukung pembangunan di Eropa adalah 
dari Winston Churcill dimana dia menyatakan bahwa perdamaian Eropa hanya 
bisa dicapai apabila Negara-negara Eropa bersatu. Pemikiran mengenai Eropa 
bersatu pun melahirkan sebuah organisasi bernama United Europe 
Movement.Asosiasi ini menyatukan individu swasta dan organisasi penolong 
untuk bekerja pada pembangunan Eropa yang lebih bersatu. Asosiasi ini 
mengkampanyekan hak pilih universal untuk memilih Parlemen Eropa, mata 
uang yang unik, dan konstitusi Eropa. (Immanuel, 2016, p. 38) 
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Uni Eropa dibentuk dengan diawali oleh ECSC (The European Coal 
and Steel Community) pada tahun 1952, EAEC (The European Atomic Energy 
Community atau Euratom)  pada tahun 1957 dan EEC (European Economic 
Community) pada tahun 1958 yang kemudian Negara anggota semakin 
mengintegrasikan diri dengan dibentuknya Uni Eropa yang ditandatangani di 
Maastricht pada 7 Februari 1992 dan mulai berlaku pada 1 November 1993. 
ECSC awalnya dibentuk hanya oleh enam Negara yaitu Belgia, Luxemburg, 
Netherland, Perancis, Jerman Barat dan Italia. Enam Negara ini sepakat untuk 
memulai integrasi ekonomi dan politik di Eropa. Selanjutnya, terjadinya 
gelombang penambahan anggota baru di Uni Eropa.  
The treaty on European Union (TEU) yang dibentuk di Maastricht pada 
7 Februari 1992 merupakan sebuah puncak penting disahkannya European 
Community menjadi European Union. Dalam TEU ini terjadi perluasan lingkup 
atau modifikasi traktat-traktat sebelumnya yakni ESCS, Euratom, dan EEC. 
TEU menambahkan perluasan kerjasam yakni kerjasama di bidang Common 
Foreign and Security Policy (CFSP) dan Justice and Home Affairs (JHA). Pada 
prinsipnya, hal-hal yang terdapat di dalam EC masih menjadi dasar pula dalam 
EU, hanya saja terdapat beberapa modifikasi pada isu-isunya.  
Model interaksi Uni Eropa lebih mengembangkan model institusi, yaitu 
terlihat dari bentuk Uni Eropa dengan lembaga-lembaga yang terstruktur jelas 
dengan adanya pemisahan kekuasaan. Di dalam Uni Eropa dibangun birokrasi 
yang kuat dengan aturan yang mengikat dan tersentral di satu institusi yang 
sifatnya supranasional. Sehingga Negara-negara Uni Eropa secara politik dan 
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hukum meskipun memiliki kebebasan sesuai negaranya masing-masing namun 
juga diikat oleh hukum bersama dengan institusi politik Uni Eropa.  
Dalam perekrutan anggota Uni Eropa memberlakukan persyaratan 
untuk Negara yang masuk pada Uni Eropa yakni Negara yang bersangkutan 
harus berada di benua Eropa dan Negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip 
demokrasi, penegakkan hukum, penghormatan atas Hak Asasi Manusia, dan 
menjalankan segala peraturan perundangan Uni Eropa. Setiap keputusan yang 
dikeluarkan oleh Uni Eropa didasarkan pada persetujuan anggota dan secara 
demokratis. Sedangkan untuk pendanaan, Uni Eropa mendapatkan dana dari 
anggotanya dan dari pajak barang yang berasal dari luar Uni Eropa. (Hennida, 
2015, p. 51) 
Ide untuk mempersatukan Eropa (Pan Eropa) ke dalam sebuah wadah 
kemudian muncul sebagai upaya untuk meredam konflik yang disebabkan 
perang. Terkait dengan upaya penyatuan ini, Richard Graf Coundenhove dari 
Austria di tahun 1923 yang menganjurkan pembentukan Eropa Serikat sebagai 
salah satu badan yang hendaknya dapat menghindarkan timbulnya perang. 
Gagasan lain datang dari Winston Churcil pada Desember 1946 yang 
memandang perlunya dibentuk Dewan Eropa sebagai jalan keluar untuk 
menyelamatkan Eropa dari ancaman perang.  
Uni Eropa telah berevolusi dari yang sebelumnya merupakan sebuah 
satuan ekonomi menjadi sebuah kesatuan politik. Kecenderungan ini ditandai 
dengan meningkatnya jumlah kebijakan dalam Uni Eropa mulai dari iklim, 
lingkungan dan kesehatan hingga hubungan eksternal dan keamanan, keadilan 
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dan migrasi, yang juga turut bermain dalam konstelasi politik dunia. UE 
didasarkan pada peraturan hukum dimana semua hal yang dilakukannya 
didasarkan pada perjanjian dan demokratis yang juga disetujui oleh negara-
negara anggotanya. Uni Eropa juga diatur oleh prinsip demokrasi perwakilan, 
dengan warga negara yang secara langsung diwakili di Parlemen Eropa dan 
Negara-negara Anggota yang diwakili di Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa. 
(Union, The European Union in Brief, 2016) 
Negara-negara Uni Eropa merupakan sebuah bentuk organisasi 
antarpemerintah dan supranasional yang beranggotakan 28 negara Eropa. Yang 
dimaksud dengan supranasional adalah suatu pengaturan di mana pemerintah 
nasional menyerahkan kedaulatannya kepada badan pemerintahan 
internasional. Dengan demikian, badan internasional tersebut diakui sebagai 
badan yang lebih tinggi daripada Negara.  
Uni Eropa terdiri dari European Parliament (EP) yang anggotanya 
dipilih langsung oleh masyarakat UE, European Council (EC) yang terdiri dari 
kepala pemerintahan, Council yang merepresentasikan pemerintahan dari 
negara-negara anggota UE dan European Commission yang mewakili 
kepentingan Eropa secara keseluruhan. (Commission, About the European 
Union, 2015) 
2. Hubungan Uni Eropa dengan Negara-negara Eropa non Uni Eropa 
 
Sebagai aktor global utama, UE berada pada posisi terdepan untuk 
memperkenalkan tentang perdagangan bebas, pengembangan berkelanjutan, 
perlawanan terhadap kemiskinan, kebebasan, demokrasi, dan mematuhi hak 
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asasi manusia. Uni Eropa telah membuat banyak rancangan kerjasama yang 
kemudian dilakukannya dengan negara-negara Eropa non Uni Eropa mulai dari 
Eastern Partnership, European Neighbourhood Policy (ENP), Black Sea 
Synergy  yang keseluruhannya dapat lebih mendekatkan UE dengan negara-
negara Eropa tersebut. UE juga meningingkan penghapusan batasan dengan 
adanya kerjasama yang terjalin baik antara mereka. 
Uni Eropa bersama dengan negara-negara Eropa non Uni Eropa 
memiliki hubungan kerjasama yang cukup baik. Dimana kesemua negara 
tersebut ikut terikat bersama UE di dalam kerjasama perdagangan dan ekonomi 
yakni European Economic Area (EEA) untuk mengembangkan dan 
mempermudah proses ekonomi diantara negara-negara tersebut.  
 Di dalam kerangka European Neighbourhood Policy (ENP), UE 
bersama negara mitra bekerjasama dalam bidang yang mencakup dialog politik, 
investasi, kerjasama ekonomi, keuangan, energi, sains dan teknologi, hak asasi 
manusia, perlindungan lingkungan, kontraterorisme, dan kejahatan 
internasional. Sejak bermulanya di tahun 2004, ENP telah memperkenalkan 
berbagai inisiatif kerjasama yang penting, terkhususnya pada bidang 
perdagangan dan ekonomi, dimana memperbolehkan baik itu Uni Eropa dan 
negara-negara tetangganya untuk mengembangkan hubunghan kerjasama yang 
kuat yang mencakup semua kebijakan. Hal ini merupakan pertukaran subjek 
dan kerjasama antara Uni Eropa dan negara-negara tetangganya. Bantuan Uni 
Eropa semakin meningkat dan memiliki target yang lebih baik. Tetapi tetap 
memiliki ruang untuk meningkatkan kerjasama dalam segala bidang. Uni Eropa 
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di dalam ENP juga telah membantu perubahan politik di negara-negara 
tetangganya. (Union, European Neighbourhood Policy, 2016) 
ENP merupakan strategi politik yang luas dimana memiliki ambisi 
untuk memperkuat kemakmuran, stabilitas, dan keamanan dari tetangga Eropa 
dalam keinginan untuk menghindari adanya batas antara UE dan negara 
tetangganya. ENP menjadi bukti nyata adanya kombinasi dari pendekatan 
regional dan bilateral. Bekerjasama melalui kerjasama yang berdasarkan 
perjanjian, yang seharunsya dapat membawa nilai-nilai bagi negara partner 
maupun UE melalui peningkatan kerjasama dan membawanya lebih dekat 
kepada nilai-nilai yang ada di Uni Eropa. Selain itu, ENP juga menjadi 
percobaan untuk menciptakan tetangga yang baik melalui penyelarasan hukum 
dan standar di EU.  
Dimensi regional merupakan pencerminan yang ada di dalam 
pandangan yang bergerak secara signifikan dari integrasi yang juga kepada 
negara-negara partner yang membantu pasar internal UE. Dimensi bilateral 
terjadi berdasarkan perbedaan antar partner yang dapat mempertinggi 
kerjasama pada kesesuaian masing-masing kebutuhan dan kemampuan negara 
partner individu. Action Plans merupakan alat operasional yang digunakan 
untuk mengatur hubungan bilateral antara UE dan negara tujuan. Sebuah daftar 
Action Plans menargetkab beberapa bidang seperti politik, keamanan, 
ekonomi, lingkungan, sains, dan budaya.  
Implementasinya didukung oleh finansial dan teknikal dari bantuan EU. 
ENP secara jelas mengurangi fokus pada permasalahan geopolitik. Dengan 
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menghindarkan segala kekurangan geopolitik, ENP bukan kebijakan yang 
dibuat untuk menguraikan dan mendukung EU neighborhood, tetapi menjadi 
instrumen yang meningkatkan kegunaan dari kerjasama internasional. 
Meskipun begitu, orientasi politiknya secara jelas terlihat dimana terdapat 
Action Plans yang mengatur objektivitas politik yang berkaitan untuk 
memperkenalkan demokrasi.   
Selain ENP, UE bersama negara-negara Eropa yang berada di Eropa 
Timur juga terikat di dalam Eastern Partnership. Kerjasama multilateral ini 
memungkinkan negara-negara mitra untuk bekerja sama dalam isu-isu lintas 
perbatasan seperti demokrasi, pemerintahan yang baik dan stabilitas 
pembangunan ekonomi berkelanjutan, keamanan energi hingga kontak antar 
anggota. Kesepakatan Asosiasi atau Deep and Comprehensive Free Trade 
Areas (DCFTAs) menyediakan sejumlah tindakan dan instrumen yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan antara Uni Eropa dan negara-
negara mitra yang bersangkutan. 
Di Ukraina, aplikasi sementara dari wilayah perdagangan bebas dimulai 
dari bulan Januari 2016. Georgia, Moldova dan Ukraina mendapatkan 
keuntungan dari Fasilitas DCFTA UE, yang memfokuskan pada usaha kecil 
dan menengah dalam menyesuaikan persyaratan baru dan meningkatkan 
pertukaran mereka dengan UE. Uni Eropa bertujuan untuk mempromosikan 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara mitra 
dengan memperbaiki lingkungan bisnis dan kepastian hukum.  
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Uni Eropa juga telah membuka program untuk Daya Saing Usaha dan 
Usaha Kecil dan Menengah (COSME) untuk berpartisipasi dengan negara-
negara mitra. Moldova sudah menjadi peserta penuh, dengan Ukraina dan 
Armenia yang segera menyusul. Selain itu, UE juga bertujuan untuk 
mempromosikan peluang ekonomi yang berasal dari ekonomi hijau dan kerja 
sama untuk melestarikan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya secara 
berkelanjutan dan untuk mencegah perubahan iklim. (Union, Eastern 
Partnership, 2016) 
Pada 11 april 2007, Komisi Uni Eropa menawarkan strategi hubungan 
kerjasama yang baru dengan negara-negara dalam bagian wilayah Laut Hitam. 
Strategi ini memilki 3 unsur, yang pertama persiapan Turki untuk menjadi 
bagian dari EU, Neighbourhood policy terhadap Ukraina, Moldova, Georgia, 
Armenia dan Azerbaijan, dan hubungan strategis dengan Rusia. Strategi 
kerjasama baru yang dilakukan UE ini mempertimbangkan beberapa hal seperti 
perkembangan demokrasi, Pertahanan Hak Asasi Manusia, kekuasaan yang 
transparan, memperkuat keamanan dan melawan migrasi illegal, solusi dari 
frozen conflict, bekerjasama dalam bidang energy, transportasi, perlindungan 
lingkungan, kerjasama dalam perdangangan, kebijakan maritim, sains, dan 
teknologi, solusi untuk masalah pengangguran dan perkembangan regional. 
 
3. Uni Eropa dan Ukraina 
 Ukraina merupakan salah satu negara kerjasama UE yang berada di 
kawasan Laut Hitam dan juga merupakan negara partner prioritas Uni Eropa 
dalam kerangka European Neighbourhood Policy (ENP) dan The Eastern 
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Partnership. Hubungan bilateral antara Ukraina dan Uni Eropa dilakukan 
setelah kemerdekaan Ukraina pada Desember 1991. Uni Eropa telah menandai 
karakter demokrasi yang terjadi selama referendum Ukraina, yang menandai 
kemerdekaan dan kedaulatan dari Ukraina. Kemudian untuk pertama kalinya 
UE meminta Ukraina untuk mengurus status member-states of European 
Communities open dan membangun dialog konstruktif langsung pada 
implementasi dari semua pembentuk USSR. 
 Situasi politik internasional dan internal Ukraina dalam banyak hal 
bergantung pada keselarasan kekuatan strategis politik dan militer di Eropa saat 
ini. Integrasi Eropa, yang telah berkembang secara khusus secara aktif dalam 
dekade terakhir karena perubahan evolusioner yang mendalam di UE, 
menyajikan bagian penting dari proses tersebut. Pengaturan masalah seperti itu 
terkait erat dengan aspirasi Ukraina untuk berpartisipasi dalam integrasi Eropa 
dan memasuki Uni Eropa di masa depan. Itu lebih dari sekali diumumkan oleh 
badan pemerintahan dan tercermin dalam dokumen resmi. (Commission, 
Analysis of the EU-Ukraine Relations, 2012) 
 Kemajuan Ukraina menuju integrasi Eropa berkaitan dengan 
keseluruhan kompleks masalah internal dan internasional. Saat ini hubungan 
timbal balik Ukraina dengan UE terutama didasarkan pada dasar Perjanjian 
tentang kemitraan dan kerja sama sejak tahun 1998. Transfer ke tahap 
kerjasama yang lebih dalam bentuk keanggotaan terkait dan persiapan untuk 
dimulainya negosiasi tentang memasuki UE adalah Tidak diramalkan dalam 
beberapa tahun mendatang seperti yang diatur oleh Badan Pengatur Komisi 
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Eropa. Ukraina diusulkan untuk membangun kerjasama dengan Uni Eropa atas 
dasar hubungan bilateral dan kerjasama sesama. Kondisi tersebut dapat 
dijelaskan oleh kedua masalah internal Ukraina dan perkembangan di UE itu 
sendiri. 
 Uni Eropa telah meningkatkan dan mendekatkan hubungan 
kerjasamanya bersama Ukraina yang mengarah pada kerjasama bilateral yang 
melingkupi tahap kemajuan terhadap keterkaitan politik dan integrasi ekonomi. 
Sebuah Association Agreement antara Uni Eropa dan Ukraina telah 
dinegosiasikan sejak tahun 2007 sampai 2011. Selain itu, keduanya 
menginisiasi perjanjian untuk memperkuat dan memperdalam Free Trade Area 
pada 30 Maret 2012.  
 Untuk lebih berintegrasi dengan pasar UE, Ukraina menyelaraskan 
banyak norma dan standarnya dalam produk industri dan pertanian. Ukraina 
juga menyelaraskan undang-undangnya dengan UE di bidang perdagangan 
yang terkait seperti kompetisi, pengadaan publik, Fasilitasi bea cukai dan 
perdagangan, Perlindungan hak kekayaan intelektual, Aspek energi yang 
berhubungan dengan perdagangan, termasuk investasi, transit dan transportasi. 
(Union, Countries and Region, Ukraine Trade, 2016) 
 Association Agreement (AA) antara Uni Eropa  dan Ukraina adalah 
perjanjian komprehensif yang mencakup hubungan politik dan ekonomi 
Ukraina dengan Uni Eropa. Isi terkait perdagangan meramalkan Deep dan 
Komprehensif Free Trade Area (DCFTA), yang merupakan bagian penting dari 
perjanjian keseluruhan. Perjanjian itu dinegosiasikan selama beberapa tahun 
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pada masa presiden Viktor Yanukovych. Perjanjian ini disepakati pada Maret 
2012, dan dijadwalkan akan ditandatangani pada KTT Vilnius Uni Eropa pada 
November 2013. (Emerson, 2017, p. 72) 
 Tujuan politik dan ekonomi dari Persetujuan ini sangat penting bagi 
masa depan Ukraina sebagai negara Eropa yang independen dan aman. Tujuan 
politiknya adalah untuk memperdalam realisasi 'pilihan Eropa' Ukraina.  Hal ini 
berarti membuat realitas nilai-nilai fundamental Eropa, yaitu demokrasi, 
peraturan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan norma 
orde keamanan Eropa. Sedangkan tujuan ekonominya adalah untuk membantu 
memodernisasi ekonomi Ukraina, dengan meningkatkan perdagangan dengan 
Uni Eropa dan dunia internasional serta mereformasi peraturan ekonomi sesuai 
dengan praktik terbaik di kawasan Eropa. (Emerson, 2017) 
 Dapat dikatakan bahwa dengan usaha yang dilakukan baik dari Ukraina 
maupun UE untuk mempererat hubungan antar keduanya membawa Ukraina 
semakin dekat dengan UE itu sendiri dan menghasilkan nilai-nilai UE yang 
kemudian dapat tertanam lebih dalam di Ukraina. Kekhawatiran Uni Eropa 
tentang pembesaran dan keanggotaan potensi Ukraina tidak hanya berasal dari 
masalah internal Ukraina seperti korupsi, kurangnya prinsip-prinsip demokrasi 
dan infrastruktur yang buruk, tetapi dari situasi dalam Uni Eropa itu sendiri. 
Yakni pada tahun 2004 ketika Yuschenko membuat permohonan kepada para 
pemimpin Eropa, UE melihat bahwa Ukraina belum siap untuk bergabung 
secara resmi menjadi anggota UE dikarenakan kondisi internal Ukraina yang 
belum sesuai dengan keseluruhan nilai UE. (Relations e.-J. I., 2014) 
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Keinginan Ukraina untuk menjadi anggota penuh EU terlihat oleh 
presiden Ukraina Leonid Kravchuk pada 14 Juni 1994 di Luxemburg selama 
penandatanganan Partnetship and Cooperation Agreement (PCA) antara UE 
dan Ukraina. Tanggal penandatangan PCA dapat menjadi pertimbangan 
sebagai penyelesaian tingkat awal dari pembentukan hubungan antara Ukraina 
dan UE selama masa waktu pengakuan kemerdekaan Ukraina dari sisi UE dan 
anggota negara yang mengambil bagian. Pengembangan hubungan bilateral 
pada tahap ini terlihat rumit ketikla Brussels meminta Ukraina untuk 
memberlakukan nuclear free status.  
UE kemudian mengambil langkah dengan menempatkan hubungan 
dengan Ukraina sebagai kondisi utama dan melakukan penandatangan PCA 
bersama Ukraina serta menghilangkan penggunaan senjata nuklir dan meminta 
Ukraina bergabung dengan Nuclear Non-proliferation Treaty.Posisi Ukraina 
dalam hubungannya bersama UE pada tingkat legislatif dirumuskan pada 
perkembangan dasar kebijakan luar negeri Ukraina yang disetujui oleh Rada 
pada 2 Juli 1993.  
Hubungan kerjasama dan perjanjian kerjasama EU-Ukraina dilakuakan 
dalam beberapa sektor. Seperti, perjanjian antara Ukraina dan EU mengenai 
perdagangan produk tekstil, perjanjian anatara pemerintah Ukraina dengan 
European Communities pada pembentukan komunikasi bersama pada bidang 
batu bara dan baja, perjanjian antara ECSC dan pemerintah Ukraina tentang 
perdagangan produk baja, perjanjian multilateral antara Ukraina dan UE 
mengenai pembuatan prinsip legal dari kerjasama internasional penyediaan 
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energi yang dibawa ke Eropa Barat, perjanjian kerjasama antara pemerintah 
Ukraina dan Euratom dalam bidang sintesis termonukir terarah.  
Dalam kerangka Action Plan Uni Eropa-Ukraina, sejumlah tindakan 
yang realisasinya akan memungkinkan penguatan hubungan antara Ukraina dan 
UE telah dicoba untuk dilakukan. Pada 11 April 2007 Komisi Eropa 
menawarkan strategi baru hubungan Uni Eropa dengan negara-negara kawasan 
Laut Hitam. Strategi tersebut memiliki tiga konstituen yang juga melibatkan 
Ukraina didalamnya yakni terkait Kebijakanm Lingkungan Eropa. Sebagai 
tujuan utama strategi baru hubungan dengan negara-negara kawasan Laut 
Hitam, Komisi Eropa menginginkan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Perkembangan Demokrasi 
b. Pertahanan Hak Asasi Manusia 
c. Transparan Kekuasaan 
d. Memperkuat kemanan dan melawan migrasi illegal 
e. Solusi untuk frozen conflict 
f. Bekerjasama dalam bidang energi, transportasi, dan perlindungan 
lingkungan 
g. Kerjasama dalam perdagangan, kebijakan terkait laut dan penangkapan 
ikan, sains dan teknologi 
h. Solusi masalah pengangguran dan pembangunan daerah. 
Assosiation Agreement yang dicanangkan oleh Ukraina dan UE 
membutuhkan waktu yang cukup panjang hingga akhirnya di ratifikasi. Perlu 
untuk memastikan bahwa baik Ukraina mupun UE kemudian dapat menerima 
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manfaat satu sama lain dari perjanjian ini. Perjanjian ini akan mengenalkan 
integrasi politik dan ekonomi dari Ukraina hingga UE dengan menciptakan 
kerjasama yang luas dan berguna melalui langkah dasar yang dapat 
diimplementasikan. Perjanjian Asosiasi yang baru dan Agenda Asosiasi akan 
mempromosikan asosiasi politik dan integrasi ekonomi Ukraina ke UE lebih 
lanjut dengan menciptakan sebuah kerjasama komprehensif dan praktis yang  
dapat dilaksanakan. 
 
4. Uni Eropa dan Rusia 
Rusia dan Uni Eropa merupakan dua aktor yang memiliki kedekatan 
secara geografi dan telah menjadi mitra dalam beberapa kerjasama yang telah 
dilakukan. Kepentingan utama UE sendiri ialah untuk mendorong stabilitas 
politik dan ekonomi Federasi Rusia dengan menjamin pasokan energi yang 
berkelanjutan dari Rusia, mendorong kerjasama di bidang hukum, lingkungan 
hidup dan keselamatan nuklir serta meningkatkan kerjasama dengan Rusia di 
Caucasus bagian selatan dan Negara-negara CIS. (Luhulima, 2007) 
Rusia merupakan pemasok yang penting dan besar dari produk-produk 
energi ke UE, seperti minyak dan gas bumi yang kini merupakan sumber daya 
strategi yang sudah jauh lebih penting dari batubara dan besi baja seperti 
sebelumnya. Karena ekonomi Rusia sedang tumbuh dengan cepat, Rusia 
menjadi suatu pasar yang besar bagi barang dan jasa EU dengan kemungkinan 
pertumbuhan yang berlanjut. Selain itu, Rusia merupakan sekutu yang penting 
dalam usaha EU menghadapi ancaman-ancaman baru bagi keamanannya 
 75 
 
seperti terorisme, polusi, kejahatan transnasional, migrasi illegal dan 
perdagangan manusia.  
Uni Eropa mengajak Rusia untuk membangun suatu kemitraan 
strategis yang didsarkan atas kepentingan dan nilai-nilai bersama seperti 
demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, serta prinsip-prinsip ekonomi 
pasar.  Dasar pengembangan hubungan UE dan Rusia adalah Partnership and 
Cooperation Agreement (PCA) yang mulai berlaku di tahun 1997 untuk 
jangka waktu 10 tahun dan yang secara otomatis diperpanjang, kecuali apabila 
salah satu pihak mengundurkan diri dari perjanjian itu. PCA didasarkan atas 
perdamaian, keamanan internasional, norma demokrasi, serta kebebasan 
ekonomi dan politik. Selain itru, hal ini berusaha menciptakan jiwa kemitraan 
yang bertujuan untuk memperkuat hubungan politik, perdagangan, ekonomi 
dan budaya, dan bertujuan untuk menciptakan suatu wilayah perdagangan 
bebas UE-Rusia. (Luhulima, 2007) 
Parlemen EU juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Rusia 
sebagai: 
“a necessary strategy partner to ensure peace, stability and security and 
fight international terrorism and violent extremism, as well as address 
other secutiy issues such as address other security issues such as 
environmental and nuclear hazards, drugs, trafficking in arms and human 
beings and cross-border organized crime in the European 
neighbourhood” 
 
 “Strategy partnership” yang dibuat Uni Eropa bersama Rusia 
berlangsung pesat karena terjadinya skala ketergantungan ekonomi bersama, 
intensitas persaingan politik di lingkungan bertetangga antar negara. Rusia 
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melihat UE sebagai konsumen ekspor terpenting dalam bidang energi dan 
sebagai mitra perdagangan yang dapat membantu Rusia memodernisasi 
ekonominya. Sedangkan Uni Eropa di lain pihak bukan hanya menginginkan 
adanya kerjasama perdagangan dengan Rusia melainkan adanya juga 
kerjasama dalam isu keamanan dalam hubungan yang lebih luas kedepannya. 
Di bulan Juni 1999, Dewan Uni Eropa merumuskan suatu common 
strategy of the European Union on Rusia untuk memperkuat kemitraan 
strategis UE-Rusia. Sasaran dari strategi bersama ini meningkatkan 
koordinasai kegiatan UE terhadap Rusia. Ada empat sasaran strategi bersama, 
yakni untuk menggabungkan demokrasi, rule of law dan institusi politik di 
Rusia, untuk mengintegrasikan Rusia ke dalam common European economic 
and social area, untuk bekerjasama dengan pandangan untuk memperkuat 
stabilitas dan keamanan baik di kawasan Eropa maupun di dunia dan untuk 
menanggapi tantangan kekinian dalam kawasan Eropa. (Luhulima, 2007) 
Hubungan bersama Rusia tidak dikembangkan melalui ENP. 
Sebaliknya, melalui penciptaan Kemitraan Strategis yang mencakupi 4 
“common spaces”. UE dan Rusia bekerjasama dengan menghadapi beberapa 
tantangan baik di tingkat internasional maupun dalam lingkup kawasan 
Eropa. Termasuk di dalamnya mengenai perubahan iklim, narkoba dan 
perdagangan manusia, kejahatan terorganisir, terorisme, sampai pada proses 
perdamaian di Timur Tengah, dan Iran. 
Tepatnya di St. Petersburg Summit pada Mei 2003, UE dan Rusia 
sepakat untuk memperkuat kerjasama keduanya melalui pembuatan empat 
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“common spaces” dalam kerangka Partnership and Cooperation Agreement 
atas dasar nilai-nilai umum dan kepentingan bersama. Hal ini mencakup 
beberapa isu, yakni: 
 1. The Common Economic Space, meliputi isu-isu ekonomi dan 
lingkungan. covering economic issues and the environment  
2.  The Common Space of Freedom, Keamanan dan Keadilan Security 
and Justice;  
3.  The Common Space of External Security, termasuk manajemen krisis 
dan  non-proliferation;  
4.  The Common Space of Research and Education, termasuk aspek-aspek 

















1. Ukraina dan Rusia melihat Crimea sebagai wilayah yang dapat meningkatkan 
kekusaannya di Laut Hitam juga memperbesar pengaruh ke Mediterania. 
Ukraina perlu untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya sedangkan 
Rusia memiliki Pangkalan Militer terbesarnya di Crimea sebagai posisi 
strategis dalam kepentingan ekonomi, politik, maupun keamanan di bagian 
wilayah ini. Uni Eropa merupakan sebuah organisasi supranasional di 
kawasan Eropa yang memiliki pengaruh dan peranan besar di dalam 
berjalannya dunia internasional. Uni Eropa memiliki beberapa alasan atas 
keterlibatannya di dalam konflik Ukraina dan Rusia, yakni seperti keinginan 
UE untuk membawa Ukraina masuk ke dalam nilai yang diemban UE, selain 
itu UE ingin memastikan posisinya di mata internasional di dalam 
menjalankan hukum internasional dan mempertahankan keadilan. Dan 
sebagai organisasi terbesar di kawasan Eropa, konflik yang terjadi di kawasan 
ini akan menjadi tanggung jawab UE untuk membantu menyelesaikan agar 
dapat terciptanya stabilitas keamanan kawasan. 
2. Pada konflik ini, UE memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Rusia 
atas tindakannya menganekasasi Crimea karena hal tersebut dianggap 
membawa konflik dan melanggar hukum internasional juga kedaulatan 
Ukraina sebagai negara merdeka. Sedangkan, sikap UE ke Ukraina yakni 
mendukung segala usaha pemerintah Ukraina untuk menstabilkan keadaaan 
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di dalam negaranya dan membuat Ukraina semakin berada pada posisi pro 
Uni Eropa dengan menganut nilai dan asas berupa demokrasi, penegakkan 
HAM maupun ekonomi liberal. 
B. Saran  
1. Di dalam mengatasi konflik seperti ini, seharusnya UE lebih 
mempertimbangkan untuk tidak memberikan sanksi kepada Rusia. 
Dikarenakan hal tersebut dapat pula menjadi pemicu konflik yang lebih besar 
kedepannya ketika Rusia menganggap tekanan yang diberikan UE sudah 
mencapai batas maksimal. Hal ini dapat membuat Rusia mengambil tindakan 
untuk memperbesar dukungannya seperti di wilayah Timur Ukraina dimana 
Rusia mendukung pemisahan diri wilayah tersebut dari Ukraina dan semakin 
memperburuk keadaan di Ukraina itu sendiri.  
2. Pembahasan terkait Minsk Agreement  yang dianggap sebagai jalan keluar 
dari konflik ini seharusnya dibahas lagi secara detail baik untuk mengganti 
poin-poin yang tidak diimplementasikan oleh Rusia atau untuk membawa 
Rusia pada kesepakatan untuk mengimplementasikan keseluruhan poin dari 
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